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ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia saat ini belum
dapat memberikan keadilan bagi korban, oleh karena kepentingan dan hak-hak
korban belum mendapatkan perhatian di dalam sistem peradilan pidana. Ke-
beradaan keadilan restoratif sebagai upaya alternatif penyelesaian perkara pidana
termasuk dalam perkara tindak pidana ringan, menjadi harapan bagi korban untuk
mendapatkan keadilan dan mendapatkan pemulihan atas kerugian yang diderita
akibat tindak pidana dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung-
jawab.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan
mengenai urgensi keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana
ringan di Indonesia, serta untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor-
faktor yang menjadi kendala dalam penega-an hukum tindak pidana ringan
dengan pendekatan keadilan restoratif di Indo-nesia dan solusinya. Penelitian ini
menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian
deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah: (1) urgensi keadilan restoratif dalam penegakan
hukum tindak pidana ringan di Indonesia, antara lain adalah: (a) mengurangi
beban sistem peradilan pidana, (b) fokus pada pemulihan dan rehabilitasi, (c)
meningkatkan keterlibatan masyarakat, (d) membangun kepercayaan pada sistem
hukum, (e) sebagai upaya pencegahan kejahatan, (f) mengakomodasi kearifan
lokal, serta (g) memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana; (2) Faktor-
faktor yang menjadi kendala, antara lain: (a) faktor hukum, yakni ketidakjelasan
regulasi, (b) faktor penegak hukum, yakni kurangnya pemahaman dan pelatihan
terkait prinsip-prinsip keadilan restoratif, (c) faktor sarana dan prasarana, yakni
keterbatasan fasilitas dan sumber daya, (d) faktor sosial, yakni stigma negatif
masyarakat terhadap pelaku, dan (e) faktor budaya, yakni keberagaman budaya
dan norma-norma lokal yang berbeda. Solusinya adalah: (a) faktor hukum, yakni
melakukan revisi terhadap peraturan penerapan keadilan restoratif, serta mengem-
bangkan panduan operasional, (b) faktor penegak hukum, dengan pelatihan, juga
mengadakan workshop dan seminar, (c) faktor sarana dan prasarana, yakni meng-
alokasikan anggaran dan memperbaiki fasilitas, (d) faktor sosial, yakni melakukan
kampanye untuk mengedukasi masyarakat, dan mengembangkan program yang
memberdayakan korban, serta (e) faktor budaya, yakni dengan mengadaptasi
prinsip-prinsip keadilan restoratif dari nilai-nilai lokal, dan mengadakan dialog
antar budaya.

Kata Kunci:  Keadilan Restoratif, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Ringan



ABSTRACT

Law enforcement against criminal acts in Indonesia has not been able to
provide justice for victims, as the interests and rights of victims have not received
attention in the criminal justice system. The existence of restorative justice as an
alternative approach to resolving criminal cases, including minor criminal cases,
offers hope for victims to obtain justice and compensation for the losses they have
suffered due to criminal acts, and provides an opportunity for perpetrators to take
responsibility.

The purpose of this research is to identify and describe the urgency of
restorative justice in law enforcement against minor criminal acts in Indonesia, as
well as to identify and analyze the factors that become obstacles in enforcing law
against minor criminal acts using a restorative justice approach in Indonesia and
its solutions. This research uses a normative juridical approach, with descriptive
analytical research specifications. The data used in this research is secondary
data obtained through literature study, then analyzed qualitatively.

The results of this research are: (1) the urgency of restorative justice in
law enforcement against minor criminal acts in Indonesia, including: (a) reducing
the burden on the criminal justice system, (b) focusing on recovery and
rehabilitation, (c) increasing community involvement, (d) building trust in the
legal system, (e) as a crime prevention effort, (f) accommodating local wisdom,
and (g) providing protection for victims of criminal acts; (2) The factors that
become obstacles, including: (a) legal factors, namely the lack of clarity in
regulations, (b) law enforcement factors, namely the lack of understanding and
training related to restorative justice principles, (c) infrastructure factors, namely
limited facilities and resources, (d) social factors, namely negative stigma from
society towards perpetrators, and (e) cultural factors, namely the diversity of
cultures and local norms. The solutions are: (a) legal factors, namely revising
regulations on the implementation of restorative justice and developing
operational guidelines, (b) law enforcement factors, namely training, workshops,
and seminars, (c) infrastructure factors, namely allocating budget and improving
facilities, (d) social factors, namely conducting campaigns to educate society and
developing programs that empower victims, and (e) cultural factors, namely
adapting restorative justice principles from local values and conducting inter-
cultural dialogue.

Keywords: Law Enforcement, Minor Criminal Acts, Restorative Justice
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena tindak pidana atau kejahatan di masyarakat merupakan isu
sosial yang rumit dan selalu menarik perhatian banyak pihak. Adanya tindakan
kriminal dapat menimbulkan perasaan tidak aman, tidak nyaman, dan cemas
di kalangan warga. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tindak pidana dapat
mengancam hak-hak individu, merusak struktur sosial, dan menghalangi
proses pembangunan serta kemajuan masyarakat.

Pada perspektif hukum, tindak pidana didefinisikan sebagai tindakan
yang melanggar aturan hukum pidana atau ketentuan yang telah ditetapkan
dalam undang-undang yang berlaku untuk setiap individu. Secara umum, se-
tiap perilaku yang bertentangan dengan hukum pidana atau regulasi dalam
suatu masyarakat dapat ‘memberikan dampak negatif yang signifikan bagi
orang-orang yang terlibat, sehingga masyarakat memberikan reaksi negatif
atas tindak pidana tersebut.

Reaksi negatif dari masyarakat terhadap tindak pidana menunjukkan
betapa pentingnya penegakan hukum yang efektif dan adil. Penegakan hukum
berfungsi untuk memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan dengan
baik, sehingga dapat menjadi pedoman bagi perilaku anggota masyarakat
dalam kehidupan sosial dan bernegara.

Saat tindak pidana terjadi, proses penegakan hukum akan dilaksanakan

melalui sistem peradilan pidana. Secara keseluruhan, sistem ini terdiri dari

jaringan peradilan yang melibatkan berbagai sub sistem, seperti Kepolisian,

! Saimima, Judy Marria, dkk., 2024, Kriminologi, Cetakan Pertama, Haura Utama, Suka-
bumi, hal. 28.



Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan, yang semuanya me-
manfaatkan hukum pidana sebagai alat utama. Pada konteks ini, hukum pidana
mencakup aspek materiil, formil, serta pelaksanaan hukum itu sendiri.?

Dalam masyarakat yang beradab, ketika terjadi pelanggaran hukum
pidana, maka sistem peradilan pidana akan berfungsi untuk memproses dan
menindak pelaku tindak pidana. Sistem ini mencakup seluruh rangkaian
proses yang harus dilalui dalam menangani suatu kasus pidana, mulai dari
tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pada pelaksanaan putusan
pengadilan.

Pada intinya bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk
menegakkan hukum dan memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku tindak
pidana. Sanksi pidana- adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan
kepada individu yang terbukti bersalah atas tindak pidana. Sanksi pidana ini
bisa berupa penjara, denda, atau jenis hukuman lain yang sesuai dengan ke-
tentuan hukum yang berlaku, akan tetapi penanganan tindak pidana hanya
melalui pemberian sanksi pidana bersifat sementara, karena ada kemungkinan
kejahatan tersebut dapat muncul kembali, baik oleh pelaku yang sama maupun
oleh orang lain.?

Sebagai sebuah sistem yang bertujuan untuk mengendalikan tindak
pidana, sistem peradilan pidana memiliki beberapa tujuan utama, yakni:
Pertama, sistem ini berusaha mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban
tindak pidana. Kedua, sistem ini bertujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus

tindak pidana yang terjadi, sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan
telah ditegakkan dan pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman yang layak.

2 Suryani, Beby, 2023, Kriminologi, Universitas Medan Area Press, Medan, hal. 216-217.
% Ibid., hal. 217.



Selain itu, sistem ini juga berupaya agar individu yang pernah melakukan
tindak pidana tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan.*

Salah satu kelemahan utama dalam sistem peradilan pidana di Indo-
nesia adalah kurangnya perlindungan hukum yang memadai bagi kepentingan
korban tindak pidana. Hukum acara pidana di Indonesia cenderung lebih me-
nekankan pada proses penuntutan dan hukuman bagi pelaku tindak pidana,
sementara hak-hak dan kepentingan korban seringkali diabaikan.

Sistem peradilan pidana konvensional yang saat ini diterapkan di Indo-
nesia masih menghadapi berbagai kekurangan. Pendekatan yang lebih me-
nitikberatkan pada hukuman bagi pelaku, seringkali tidak mampu memberikan
keadilan yang seimbang bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara ke-
seluruhan. Meskipun korban tindak pidana diwakili oleh Jaksa Penuntut
Umum, hak-hak dan kepentingan korban seringkali tidak terakomodasi dengan
baik dalam proses peradilan. Di sisi lain, pelaku tindak pidana tidak diberikan
kesempatan untuk bertanggungjawab secara berarti dan memperbaiki kesalah-
an yang telah diperbuat.

Dalam penegakan hukum pidana yang dilakukan melalui sistem per-
adilan, masalah tindak pidana menjadi isu yang melibatkan negara dan korban,
yang diwakili oleh Penuntut Umum melawan tersangka atau terdakwa. Situasi
serupa juga terlihat dalam sistem hukum Indonesia, di mana tindak pidana
dipahami sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam
hukum pidana. Dalam proses ini, tersangka atau terpidana akan dihadapkan
pada tuntutan dari Penuntut Umum dan keputusan dari Hakim. Fokus utama
dalam penegakan hukum pidana adalah pada hukuman bagi pelaku. Dengan

pendekatan ini, posisi korban dalam proses hukum semakin terabaikan seiring
waktu. Akibatnya, tujuan pemidanaan cenderung hanya berorientasi pada

4 Edrisy, Ibrahim Fikma; Kamilatun dan Putri, Angelina, 2023, Kriminologi, Pusaka
Media, Bandar Lampung, hal. 45.



reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, tanpa memberikan perhatian yang
memadai kepada kebutuhan dan hak korban.®

Sebagai ilustrasi adalah kasus penganiayaan yang terjadi pada tahun
2022, di mana A melakukan tindakan kekerasan terhadap B, yang meng-
akibatkan B mengalami luka-luka. Akibat perbuatannya, pelaku A dijatuhi
pidana penjara, akan tetapi dalam situasi ini, proses penegakan hukum lebih
terfokus pada hukuman bagi A, sementara kepentingan korban B, seperti
kompensasi, rehabilitasi, atau upaya pemulihan, tidak mendapatkan perhatian
yang cukup. Pendekatan yang hanya menekankan pada pemidanaan pelaku
tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban menunjukkan bahwa penegakan
hukum masih bersifat retributif, lebih mengutamakan pembalasan ketimbang
upaya perbaikan dan pemulihan bagi korban.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana merupakan salah satu
langkah untuk memulihkan keadaan, menghadirkan rasa keadilan, dan men-
cegah terulangnya tindak pidana di masa mendatang, akan tetapi pendekatan
yang lebih menekankan pada pemidanaan seringkali tidak memberikan solusi
yang optimal. Di sinilah penerapan konsep keadilan restoratif dalam pe-
negakan hukum menjadi sangat penting. Keadilan restoratif berfokus pada
proses pemulihan, tanggung jawab pelaku, dan reintegrasi sosial, sehingga
dapat memberikan keadilan yang lebih menyeluruh bagi korban, pelaku, dan

masyarakat secara keseluruhan.

> Rahmawati, Maidina, dkk., 2022, Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative
Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform,
Jakarta, hal. 55.



Konsep keadilan restoratif (restorative justice) memberikan pendekat-
an alternatif yang lebih fokus pada pemulihan dan perbaikan. Keadilan resto-
ratif menekankan pentingnya dialog dan kolaborasi antara pelaku, korban, dan
masyarakat, dengan kehadiran aparat penegak hukum sebagai saksi, untuk
mencari solusi yang saling menguntungkan. Tujuan dari pendekatan ini adalah
untuk memulihkan kerugian yang dialami, memfasilitasi tanggung jawab
pelaku, serta mendorong reintegrasi sosial antara pelaku dan masyarakat.

Paradigma keadilan restoratif lebih menekankan pada pemulihan ke-
adaan ke kondisi semula atau normal. Hal ini berbeda dengan paradigma
keadilan retributif yang menyelesaikan konflik melalui hukuman sebagai
bentuk balasan. Dengan pendekatan keadilan restoratif, pelaku tidak hanya
dihindarkan dari hukuman penjara, tetapi juga diberikan kesempatan untuk
mendapatkan bimbingan® dan pertanggungjawaban secara sukarela.

Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan korban, pelaku,
keluarga, dan masyarakat dalam upaya memperbaiki tindakan yang melanggar
hukum. Pendekatan ini mengandalkan kesadaran dan keinsyafan sebagai dasar
untuk memperbaiki kehidupan sosial.’

Penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana
di Indonesia sangatlah krusial, terutama pada penegakan hukum terhadap
tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan, meskipun tidak seberat tindak
pidana berat, tetap memiliki dampak signifikan pada individu dan masyarakat.
Dalam banyak kasus, pelaku tindak pidana ringan mungkin tidak menyadari

konsekuensi dari tindakan mereka, dan mereka juga seringkali berasal dari

latar belakang yang kurang beruntung. Dengan menerapkan keadilan resto-

¢ Mansari, 2018, Restorative Justice; Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan
Kasus Anak, Zahir Publishing, Yogyakarta, hal. 65-66.

" Harwanto, Edi Ribut, 2021, Keadilan Restorative Justice; Implementasi Politik Hukum
Pidana Bernilai Filsafat Pancasila, Cetakan Pertama, Laduny Alifatama, Lampung, hal. 4.



ratif pada penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan, maka fokus utama
beralih dari hukuman semata kepada pemulihan dan perbaikan.

Pendekatan keadilan restoratif dapat mengatasi sejumlah kelemahan
yang ada dalam sistem peradilan pidana konvensional, seperti mengurangi
tingkat pengulangan kejahatan, meningkatkan kepuasan korban, serta mem-
perkuat solidaritas sosial di masyarakat. Di samping itu, keadilan restoratif
juga sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang menekankan pentingnya
keharmonisan dan pemulihan hubungan antar individu.

Keadilan restoratif menekankan pentingnya keterlibatan langsung dari
semua pihak yang terlibat. Korban diberikan kesempatan untuk mengembali-
kan rasa percaya diri dan mengatasi ketakutan yang mereka alami, sementara
pelaku didorong untuk bertanggungjawab atas kesalahan yang telah diperbuat,
sebagai langkah untuk memperbaiki situasi dan membangun kembali nilai-
nilai sosial yang positif.®

Keadilan restoratif berusaha untuk mencapai keadilan yang sejati,
bukan sekadar keadilan yang bersifat formal. Keadilan yang dihasilkan harus
dirasakan semua pihak, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan
ini berfokus pada pemulihan hak-hak korban yang telah dilanggar dan men-
jamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Proses peradilan yang me-
nekankan pada pemulihan dan reintegrasi dianggap lebih manusiawi di-
bandingkan dengan sistem yang hanya berorientasi pada pemberian sanksi
atau hukuman. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak asasi

manusia, pendekatan keadilan restoratif dapat membentuk sistem peradilan

pidana yang lebih adil dan berperikemanusiaan, oleh karena itu, penegakan

8 Rizky Adiyanzah Wicaksono dan Sri Kusriyah, “Implementation of Restorative Justice
Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children”, Jurnal Daulat
Hukum, Volume 1, Issue 4, Desember 2018, url: http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/vi
ew/4136/2887, hal. 947.



hukum juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan bagi semua pihak
yang terlibat, baik korban maupun pelaku.®

Konsep kemanusiaan dan keadilan merupakan dasar utama dari ke-
adilan restoratif. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap individu, baik korban
maupun pelaku, memiliki martabat dan hak asasi yang harus dihormati.
Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan harkat dan martabat manusia
yang telah dilanggar akibat tindak pidana, serta berupaya mewujudkan ke-
adilan untuk korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya
sebagai bentuk balas dendam. Dengan demikian, pendekatan ini dapat men-
dorong perbaikan, rekonsiliasi, dan reintegrasi, sehingga membantu memulih-
kan kerugian yang dialami oleh korban dan mencegah terulangnya tindak
pidana. Hal ini sejalan-dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Sebagai falsafah yang menjadi pedoman bangsa Indonesia, Pancasila sangat
menekankan pentingnya kemanusiaan dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut
mencerminkan masyarakat yang adil dan beradab, serta merupakan bagian
dari keadilan sosial yang harus diterapkan untuk seluruh masyarakat Indo-
nesia.'

Terlebih bahwa negara Indonesia ini, telah menyatakan dirinya sebagai
negara hukum, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa:
“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsep negara hukum menetapkan
bahwa setiap tindakan dan perilaku masyarakat harus didasarkan pada per-

aturan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk menciptakan, menjaga, dan
mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan

® M. Gargarin Friyandi dan Aryani Witasari, “Restorative Justice In Application For
Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang”, Jurnal Daulat Hukum, Volume 2 Issue 1,
Maret 2019, url: http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4204/2910, hal. 40.

10 Saimima, Judy Marria, dkk., op.cit., hal. 23.



dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak men-
gﬁpﬁltkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan serta pelanggar-

Negara hukum berfungsi sebagai dasar bagi penegakan hukum di
Indonesia. Penegakan hukum yang adil dan efektif mencerminkan prinsip
negara hukum, dan hal ini dapat dicapai melalui pendekatan keadilan resto-
ratif. Dengan menerapkan keadilan restoratif, maka dapat mewujudkan pe-
negakan hukum yang lebih adil dan menghormati hak asasi manusia, sekaligus
mendukung cita-cita sejati dari negara hukum itu sendiri.

Mempertimbangkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan
sebelumnya, penulis melakukan penelitian untuk menyusun karya tulis hukum
dalam bentuk skripsi, yang berjudul: Analisis Yuridis Urgensi Keadilan

Restoratif Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan Di Indo-

nesia.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang telah
disampaikan, penulis terdorong untuk merumuskan beberapa isu yang akan
dibahas, sebagai berikut:
1. Bagaimanakah urgensi keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak

pidana ringan di Indonesia?

11 Pidada, Ida Bagus Anggapurana, 2022, Tindak Pidana Dalam KUHP, Cetakan
Pertama, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, hal. 20.



2. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak
pidana ringan dengan pendekatan keadilan restoratif di Indonesia, dan

bagaimana solusi atas kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di
atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai urgensi keadilan resto-
ratif dalam penegakan hukum tindak pidana ringan di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang menjadi
kendala dalam penegakan hukum tindak pidana ringan dengan pendekatan

keadilan restoratif di Indonesia dan solusinya.

D. Kegunaan Penelitian
Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi
teoritis maupun praktis, yaitu:
1. Teoretis;
a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam studi ilmu hukum pada
umumnya, serta secara khususnya dalam bidang studi hukum acara
pidana, khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana ringan di
Indonesia dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
b. Menerapkan teori-teori yang diperoleh melalui bangku perkuliahan

serta mengimplementasikannya dalam masyarakat secara langsung.
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2. Praktis.
a. Bagi Mahasiswa
Hasil dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menambah
wawasan serta dijadikan sebagai bahan belajar dalam studi hukum
acara pidana, khususnya tentang penegakan hukum pidana, khususnya
mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara
pidana ringan di Indonesia.
b. Bagi Masyarakat Pada Umumnya
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan infor-
masi/referensi serta gambaran kepada masyarakat luas mengenai pe-
negakan hukum tindak pidana ringan di Indonesia dengan mengguna-

kan pendekatan keadilan restoratif.

E. Terminologi
1. Analisis
Arti analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pe-
nyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya)
untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk per-
karanya, dan sebagainya; penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya
dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk mem-

peroleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; penjabar-



11

an sesudah dikaji sebaik-baiknya; proses pemecahan persoalan yang di-
mulai dengan dugaan akan kebenarannya.*?
2. Yuridis
Menurut Kamus Hukum, bahwa kata yuridis berasal dari kata
yuridisch yang mempunyai arti menurut hukum atau dari segi hukum.
Arti yuridis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menurut hukum,
secara hukum. 4
Dapat dikatakan bahwa yuridis mencakup segala hal yang memiliki
makna hukum yang diakui secara sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat
tetap dan mengikat semua individu di wilayah di mana hukum tersebut di-
terapkan, oleh karena itu jika seseorang melanggar hukum tersebut, maka
dapat dikenakan sanksi. Yuridis berfungsi sebagail penilaian atau dasar
pemikiran yang menunjukkan bahwa peraturan-peraturan dibuat untuk
menangani masalah atau mengisi kekosongan hukum, dengan memper-
timbangkan peraturan yang sudah ada atau yang akan diberlakukan atau
dicabut. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketertiban hukum dan men-
ciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.*
3. Urgensi
Kata urgensi berasal dari bahasa Latin, yaitu urgere (kata kerja),

yang berarti mendorong, dalam bahasa Inggris disebut urgen (kata sifat)

12 pysat Bahasa, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional,
Jakarta, hal. 60-61.

13 Marwan, S.M. dan Jimmy, P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, hal.
651.

14 pysat Bahasa, op.cit., hal. 1629.

15 Pintarnya, Yuridis, diakses dalam https://layanan.pintarnya.com/kamus/y/yuridis/, pada
tanggal 8 Agustus 2024, jam: 13.23 WIB.
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dan dalam versi bahasa Indonesia menjadi urgensi (kata benda), sehingga
makna urgensi adalah kepentingan yang mendorong atau mengharuskan
untuk menyelesaikannya tepat waktu.!® Selanjutnya, arti urgensi menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keharusan yang mendesak;
hal yang sangat penting; pentingnya sesuatu.'’
4. Keadilan Restoratif
Keadilan restoratif adalah pendekatan untuk menyelesaikan kasus
pidana yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku dan/atau ke-
luarganya, korban dan/atau keluarganya, serta masyarakat yang terkait.
Dalam keadilan restoratif, tujuan yang ingin dicapai untuk korban tindak
pidana tidak hanya berfokus pada kebaikan dan kepentingan pelaku,
karena pendekatan ini berakar pada nilai-nilai tradisional yang dianut oleh
masyarakat.®
5. Penegakan Hukum
Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu
proses untuk mewujudkan tujuan hukum, yang merupakan pandangan dari
badan legislatif yang dituangkan dalam bentuk peraturan hukum. Proses
penegakan hukum ini tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang
ada, karena terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi setiap tahapan

dalam pelaksanaannya. Penegakan hukum adalah suatu prosedur yang di-

16 Kumparan.com, Memahami Arti Urgensi dan Jenis-jenisnya, diakses dalam https://kum
paran.com/pengertian-dan-istilah/memahami-arti-urgensi-dan-jenis-jenisnya-20rQB0On6t2Z/full,
pada tanggal 8 Agustus 2024, jam: 13.33 WIB.

17 pusat Bahasa, op.cit., hal. 1597.

18 Hafrida dan Usman, 2024, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem
Peradilan Pidana, Cetakan Pertam, Deepublish, Yogyakarta, hal. 1.
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lakukan untuk mencapai cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum,
dan manfaat bagi masyarakat.®
6. Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana atau delik adalah terjemahan dari istilah strafbaar
feit dalam bahasa Belanda atau criminal act dalam bahasa Inggris. Dalam
menerjemahkan istilah ini ke dalam bahasa Indonesia, para ahli hukum
pidana menggunakan berbagai istilah. Istilah yang paling umum diguna-
kan dalam konteks hukum pidana adalah tindak pidana. Selain itu, terdapat
beberapa istilah lain dalam bahasa Indonesia yang juga digunakan, seperti
peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan
yang dapat dihukum.?°

Menurut Moeljatno, bahwa tindak pidana diartikan sebagai suatu
tindakan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja
yang melanggar hukum. Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro mendefini-
sikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman
pidana bagi pelakunya.?!

Pasal 205 ayat (1) KUHAP secara jelas mengatur mengenai pro-
sedur pemeriksaan untuk tindak pidana ringan, yang berbunyi: “Yang
diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara

yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan

19 Utama, Andrew Shandy, 2021, Problematika Penegakan Hukum, Cetakan Pertama,
Insan Cendekia Mandiri, Nagari Koto Baru, hal. 2.

20 Pidada, Ida Bagus Anggapurana, dkk., 2022, Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Widina
Bhakti Persada Bandung, Bandung, hal. 102.

21 Chandra, Tofik Yanuar, 2022, Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Sangir Multi Usaha,
Jakarta, hal. 41.
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dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan peng-
hinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”.
Dengan demikian, kategori tindak pidana ringan yang dijelaskan
dalam Pasal ini mencakup perkara dengan ancaman hukuman paling lama
tiga bulan dan/atau denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah. Ber-
dasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012,
bahwa perkara tindak pidana ringan yang dapat disidangkan dengan pro-
sedur pemeriksaan cepat sesual Pasal 205 ayat (1) KUHAP, meliputi:
Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan),
Pasal 379 (penipuan ringan), Pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual),

Pasal 407 ayat (1) (perusakan ringan), dan Pasal 482 (penadahan ringan).

F. Metode Penelitian

Metode yang akan diterapkan dalam penelitian ini mencakup tahapan-

tahapan, sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini
adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
hukum ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudji, bahwa penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah
metode yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (data
sekunder). Penelitian ini berfokus pada analisis kaidah atau aturan hukum

sebagai bagian dari suatu sistem yang berkaitan dengan peristiwa hukum
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tertentu,?? yang dalam hal ini terkait dengan permasalahan mengenai
urgensi keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana ringan
di Indonesia.
2. Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti bertujuan
untuk mendapatkan gambaran yang jelas atau mengumpulkan data yang
seakurat mungkin mengenai manusia, keadaan, atau gejala-gejala lain-
nya.,® yang selanjutnya dianalisis dilakukan terhadap isu yang diajukan,
dan disimpulkan berdasarkan jawaban yang diperoleh dari permasalahan
tersebut.
3. Sumber dan Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Data sekunder adalah data yang telah diproses dan didokumentasikan se-
belumnya, sehingga siap untuk digunakan atau disajikan.?* Data sekunder
tersebut, terdiri dari bahan-bahan hukum, yakni:?®
a. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan
mengikat, yang terdiri dari:
1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tahun 1945;

22 Nugroho, Sigit Sapto; Haryani, Anik Tri dan Farkhani, 2020, Metodologi Riset Hukum,
Cetakan Pertama, Oase Pustaka, Surakarta, hal. 29 dan 36.

2 Qamar, Nurul dan Rezah, Farah Syah, 2020, Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan
Non-Doktrinal, Cetakan Pertama, Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hal. 141.

24 Hosnah, Asmak Ul; Wijanarko, Dwi Seno dan Sibuea, Hotma P., 2021, Karakteristik
lImu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada,
Depok, hal. 352.

% Angkasa, Nitaria, dkk., 2019, Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar,
Cetakan Pertama, Laduny Alifatama, Lampung, hal. 57.
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2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana;

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana;

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak;

5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki

kekuatan mengikat, dan hanya berfungsi sebagai penjelas bagi sumber

hukum primer dalam penulisan penelitian, yang terdiri dari:

a. Buku-buku teks;

b. Makalah-makalah hukum dan artikel;

c. Hasil penelitian;

d. Jurnal hukum;

e. Rancangan Undang-Undang;

f. Internet; dan

g. Hasil karya ilmiah para sarjana.

Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang menyediakan informasi

tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder selama proses

penelitian, yang terdiri dari:

1) Kamus hukum;

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
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3) Ensiklopedia.
4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian
skripsi ini disesuaikan dengan jenis data yang digunakan, yaitu data
sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang
diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi pustaka (bibliography study)
melibatkan analisis terhadap berbagai sumber informasi hukum tertulis
yang tersedia secara luas, berasal dari beragam sumber, dan memiliki
tingkat publikasi yang tinggi, serta sangat penting dalam penelitian hukum
normatif, 2 yang dalam hal ini sumber informasi tersebut terkait dengan
urgensi keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana ringan
di Indonesia.
5. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah
analisis data kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian
yang menghasilkan data deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan atau
menggambarkan informasi yang diperoleh, baik yang disampaikan oleh
subjek penelitian secara lisan maupun tertulis, serta perilakunya yang se-
benarnya,?’ sehingga dari analisis data tersebut dapat menyelesaikan per-

masalahan yang diajukan dalam penelitian, yang dalam hal ini terkait

% Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Mataram University
Press, Mataram-NTB, hal. 65.

27 Bachtiar, 2018, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Unpam Press, Tangerang
Selatan, hal. 160.
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dengan masalah urgensi keadilan restoratif dalam penegakan hukum

tindak pidana ringan di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang saling berhubungan satu sama
lain. Berikut adalah penjelasan mengenai sistem penulisan skripsi ini:

Bab | Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang
Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian,
Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Il Tinjauan Pustaka, yang berisi Tinjauan umum tentang keadilan
restoratif yang di dalamnya diuraikan mengenal karakteristik keadilan
restoratif dan prinsip keadilan restoratif, Tinjauan umum tentang penegakan
hukum yang di dalamnya diuraikan mengenai tujuan penegakan hukum dan
pembagian penegakan hukum, Tinjauan umum tentang tindak pidana yang di
dalamnya diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana dan jenis-jenis tindak
pidana, serta Keadilan restoratif dalam perspektif hukum Islam.

Bab Ill Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang uraian
mengenai urgensi keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana
ringan di Indonesia, serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegak-
an hukum tindak pidana ringan dengan pendekatan keadilan restoratif di Indo-
nesia dan solusinya.

Bab IV Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif
1. Karakteristik Keadilan Restoratif
Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan pendekatan
dalam sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada pemulihan
hubungan dan perbaikan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
ketimbang hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku kejahatan.

Bazemore dan Walgrave mendefinisikan keadilan restoratif justice,
sebagai: “Every action that is primarily oriented toward doing justice by
repairing the harm that has been caused by a crime” (keadilan restoratif
diartikan sebagai upaya untuk menegakkan keadilan melalui pemulihan
kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana). Teori ini berakar dari
tradisi common law dan tort law yang menuntut agar setiap pelanggar
dikenakan sanksi. Dalam konteks ini, hukuman dapat berupa pelayanan
masyarakat, kompensasi, dan bentuk lain dari penjara yang memungkin-
kan terpidana tetap terlibat secara aktif dalam masyarakat.?®

Harapan yang ingin dicapai melalui penerapan keadilan restoratif
dalam penyelesaian kasus tindak pidana mencakup berbagai aspek, yaitu:2°
a. Dimensi subjektivitas pelaku dan korban;

Dimensi subjektivitas antara pelaku dan korban diwujudkan
melalui upaya untuk memulihkan korban dari tindakan yang dilakukan

oleh pelaku, serta menegaskan tanggung jawab pelaku atas perbuatan-
nya yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.

28 Satriana, | Made Wahyu Chandra dan Dewi, Ni Made Liana, 2021, Sistem Peradilan
Pidana Perspektif Restorative Justice, Cetakan Pertama, Udayana University Press, Denpasar, hal.
23.

29 Mansari, op.cit., hal. 39-40.
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Dimensi komunitas lingkungan korban dan pelaku; dan

Dimensi komunitas berfokus pada upaya mengembalikan kese-
imbangan yang terganggu akibat tindakan pelaku, sehingga masyarakat
dapat kembali hidup dengan tertib, teratur, dan damai.

Dimensi kearifan lokal.

Keadilan restoratif sangat terkait dengan nilai-nilai dan praktik
kearifan lokal yang ada dalam berbagai masyarakat tradisional. Misal-
nya, dalam banyak budaya, para tetua atau pemimpin adat memainkan
peran penting dalam menyelesaikan masalah yang muncul di komuni-
tas. Para tetua atau pemimpin adat berfungsi sebagai mediator dan fasi-
litator untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua
pihak yang terlibat.

Muladi menjelaskan beberapa karakteristik mengenai keadilan

restoratif, yakni:°

a.

Kejahatan didefinisikan sebagal tindakan yang melanggar hak individu
terhadap orang lain, yang pada gilirannya menimbulkan konflik;
Penyelesaian masalah terkait tanggung jawab dan kewajiban berfokus
pada masa depan;

Prinsip penyelesaian didasarkan pada dialog dan negosiasi;

Ganti rugi dari pelaku berfungsi sebagai- alat untuk memperbaiki
hubungan antar pihak, rekonsiliasi, dan restorasi yang menjadi tujuan
utama;

Keadilan dipahami sebagal hubungan hak yang dinilai berdasarkan
hasil;

Fokus perbaikan diarahkan pada pemulihan kerugian sosial,
Masyarakat berperan sebagai fasilitator dalam proses ini;

Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam konteks ma-
salah maupun dalam penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban;
Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab, dengan pe-
mahaman bahwa tindakan pelaku berdampak dan membantu dalam
menentukan solusi terbaik.

Tindak pidana dipahami dalam konteks yang komprehensif, mencakup
aspek moral, sosial, dan ekonomi;

Stigma dapat dihilangkan melalui pendekatan restoratif;

Keadilan restoratif diusulkan oleh para abolisionis sebagai penolakan
terhadap metode koersif yang bersifat penal, digantikan dengan pen-
dekatan reparatif.

%0 Hafrida dan Usman, op.cit., hal. 9-10.
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Keadilan restoratif menekankan pada penciptaan masa depan yang
lebih baik, alih-alih hanya menghukum tindakan yang telah terjadi. Proses
ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kejahatan serta memperkuat

kembali hubungan sosial yang ada.

. Prinsip Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif berlandaskan pada pemahaman bahwa tindak
pidana adalah pelanggaran terhadap individu (korban) dan hubungan antar
individu, bukan sekadar pelanggaran terhadap hukum, oleh karena itu
fokusnya adalah pada pemulihan kerusakan yang dialami korban akibat
tindakan pelaku, bukan hanya pada hukuman bagi pelaku. Pendekatan ini
lebih berorientasi pada kemanusiaan dan berpotensi untuk memperbaiki
hubungan sosial yang telah terganggu akibat kejahatan.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan evolusi terbaru dalam
paradigma peradilan yang ada di dunia. Perkembangan ini dimulai dari
retributive justice, diikuti oleh rehabilitative justice, kemudian alternative
justice, dilanjutkan dengan transitional justice, dan akhirnya berujung
pada restorative justice. Keadilan restoratif muncul sebagai respons ter-
hadap tuntutan masyarakat global, dianggap sebagai pelengkap sistem per-
adilan pidana yang ada, serta bertujuan untuk meningkatkan sistem keadil-
an tradisional. Visi dari keadilan restoratif berakar pada nilai-nilai yang
relevan dengan berbagai faktor yang semakin mempengaruhi individu dan
komunitas di seluruh dunia, sehingga membuka banyak kesempatan untuk
mencapai keadilan.3!

Keadilan restoratif berfokus pada perbaikan, pemulihan, dan pem-
berdayaan, serta melibatkan semua pihak yang terpengaruh oleh tindak

pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi yang telah

terganggu, memenuhi kebutuhan semua pihak, dan memperkuat kembali

31 Mansari, op.cit., hal. 65.
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hubungan sosial. Proses ini dilakukan dengan mendorong partisipasi aktif,
rasa tanggung jawab, dan upaya perbaikan, sehingga dapat menghasilkan
solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua yang terlibat.

Inti dari keadilan restoratif bukanlah untuk mengadili dan meng-
hukum pelaku tindak pidana, melainkan untuk melakukan perbaikan dan
pemulihan bagi korban serta pelaku, oleh karena itu, nilai-nilai keadilan
restoratif terletak pada dialog, kesepahaman, penyembuhan, perbaikan, pe-
nyesalan dan tobat, tanggung jawab, kejujuran, serta ketulusan.?

Susan Sharpe, seorang ahli berkebangsaan Canada pada tahun 1998
menjelaskan mengenai 5 (lima) prinsip kunci dari keadilan restoratif,
yakni:*®

a. Keadilan restoratif mendorong partisipasi penuh dan pencapaian kon-
Sensus;

b. Keadilan restoratif berupaya untuk menyembuhkan kerusakan yang di-
timbulkan akibat tindakan kejahatan;

c. Keadilan restoratif menuntut pertanggungjawaban langsung yang utuh
dari pelaku;

d. Keadilan restoratif berusaha untuk menyatukan kembali masyarakat
yang terpisah akibat tindakan kriminal;

e. Keadilan restoratif bertujuan untuk memperkuat komunitas agar dapat
mencegah terulangnya tindakan kriminal di masa depan.

Pelaksanaan keadilan restoratif dalam menangani kasus-kasus
kriminal bertujuan untuk memberdayakan korban. Pelaku didorong untuk
fokus pada proses pemulihan. Pendekatan ini sangat memperhatikan pe-
menuhan kebutuhan materiil, emosional, dan sosial korban. Keberhasilan
keadilan restoratif diukur dari seberapa besar kerugian yang berhasil di-
pulihkan oleh pelaku, bukan dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan
oleh Hakim. Intinya, pelaku seharusnya dihindarkan dari proses pidana
dan penjara sebisa mungkin. Kent Roach menyatakan bahwa keadilan

32 1bid., hal. 71.

33 Sudewo, Fajar Ari, 2021, Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak yang Berhadapan
Dengan Hukum, Cetakan Kesatu, Nasya Expanding Management, Pekalongan, hal. 45-48.
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restoratif tidak hanya menawarkan alternatif untuk penuntutan dan pe-
menjaraan, tetapi juga menuntut tanggung jawab dari pelaku.3*

Pendekatan keadilan restoratif memiliki nilai yang sangat penting,
di mana pelaku diminta untuk bertanggungjawab atas tindakannya,
sementara korban diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah
yang dihadapi dan meminta ganti rugi. Hal ini berbeda dengan penyelesai-
an yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana konvensional, di mana
negara bertindak sebagai pihak yang dirugikan, sementara kepentingan
korban yang mengalami kerugian langsung seringkali diabaikan. Dengan
keadilan restoratif, korban mendapatkan manfaat dari proses penyelesaian
yang ada, karena mereka diberikan kesempatan untuk terlibat dalam meka-

nisme penyelesaian kasus yang mereka alami.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum
1. Tujuan Penegakan Hukum

Hukum merupakan sekumpulan aturan yang ditetapkan oleh
otoritas atau lembaga pemerintah tertentu, dengan tujuan untuk mengatur
perilaku dan interaksi antara individu, komunitas, atau organisasi dalam
masyarakat. Tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan tatanan
sosial yang adil, aman, dan teratur.®®

Philippe Nonet dan Philip Selznick mengemukakan bahwa ada 3

(tiga) fungsi dari hukum, yaitu:

34 Mansari, op.cit., hal. 68.

% Karisma, Dian dan Listyarini, Diah, 2024, Hukum Administrasi Negara, Yayasan Prima
Agus Teknik bekerjasama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer, Semarang, hal. 1.
3 Utama, Andrew Shandy, loc.cit., hal. 2.
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a. Hukum represif merujuk pada hukum yang berfungsi sebagai alat ke-
kuasaan yang bersifat memaksa;

b. Hukum otonom adalah hukum yang berperan sebagai sistem yang
dapat menetralkan kekuasaan dan menjaga integritasnya;

c. Hukum responsif diartikan sebagai hukum yang merupakan tanggapan
terhadap dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Agar norma-norma hukum dapat berfungsi dengan baik dan men-
jadi panduan perilaku dalam interaksi hukum serta kehidupan bermasya-
rakat dan bernegara, penegakan hukum perlu dilakukan. Penegakan hukum
adalah usaha untuk mengubah ide-ide hukum yang bersifat abstrak men-
jadi kenyataan. Proses ini adalah inti dari penegakan hukum itu sendiri..*’

Penegakan hukum adalah usaha untuk menjadikan hukum sebagai
alat yang memastikan kepastian, keadilan, perlindungan hak asasi
manusia, ketertiban, dan kesejahteraan, serta mencerminkan nilai-nilai
moral dan etika dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan.

Menurut Jimly Asshiddigie, bahwa penegakan hukum adalah suatu
proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum ber-
fungsi secara nyata sebagai panduan perilaku dalam interaksi atau hubung-
an hukum dalam masyarakat dan negara.*®

Berbeda dengan pandangan Wayne La Favre, yang mengemukakan

bahwa penegakan hukum adalah suatu proses yang pada dasarnya melibat-

kan penerapan diskresi, di mana pengambilan keputusan tidak sepenuhnya

37 Solikin, Nur, 2019, Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama,
Qiara Media, Pasuruan, hal. 86.

3% Kenedi, John, 2017, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegak-
an Hukum Di Indonesia, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar Yogyakarta bekerjasama dengan 1AIN
Bengkulu Press, hal. 206.
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diatur oleh aturan hukum, melainkan juga mengandung elemen penilaian
pribadi.>®
Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa tujuan penegakan hukum
pidana, yang seringkali dinyatakan sebagai upaya untuk menegakkan ke-
adilan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, merupakan rumusan yang
bersifat abstrak. Prosedur pelaksanaannya sendiri cenderung formal. Di
sisi lain, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pada hakikatnya, penegak-
an hukum adalah proses penyesuaian antara nilai-nilai, norma-norma, dan
pola perilaku nyata, dengan tujuan akhir untuk mencapai kedamaian.*°
Keberhasilan penegakan hukum dapat dilihat dari hasilnya, yaitu
terciptanya kepatuhan terhadap hukum, terbangunnya ketertiban dalam
masyarakat, serta tercapainya keadilan dan hal-hal lainnya. Untuk men-
capai tujuan ini, terdapat beberapa indikator atau faktor yang mem-
pengaruhi. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum
dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:**
a. Struktur hukum, yang mencakup aparat penegak hukum yang melak-
sanakan proses atau tahapan dalam penegakan hukum;
b. Substansi hukum, yaitu isi dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

c. Budaya hukum, yang merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dianut
oleh kelompok masyarakat tertentu dan ditaati oleh anggotanya.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Soerjono Soekanto juga me-
nyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan
hukum, di antaranya:*?

a. Faktor hukum itu sendiri;

b. Faktor penegak hukum;
c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum;

39 Utama, Andrew Shandy, op.cit., hal. 7-8.

40 Rifai, Eddy, 2014, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Penegakan Hukum Tindak
Pidana Korupsi, Justice Publishe, Bandar Lampung, hal. 18.
41 Utama, Andrew Shandy, dkk., op.cit., hal. 2-3.

“2 1bid.
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d. Faktor masyarakat;
e. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut adalah inti dari penegakan hukum. Pe-
negakan hukum dapat berjalan dengan efektif jika semua faktor ini saling

mendukung dan berfungsi secara harmonis.

Makna Penegakan Hukum
Kebijakan penegakan hukum adalah langkah-langkah yang diambil
oleh pemerintah atau otoritas tertentu untuk memastikan tercapainya ke-
adilan dan ketertiban dalam masyarakat, dengan memanfaatkan berbagai
alat kekuasaan negara, mulai dari undang-undang hingga aparat penegak
hukum seperti Polisi, Hakim, Jaksa, dan Pengacara.*®
Penegakan -hukum (pidana) merupakan bagian dari kebijakan
kriminal, yang merupakan salah satu elemen dalam keseluruhan strategi
penanganan tindak pidana. Meskipun penegakan hukum pidana bukanlah
satu-satunya solusi untuk menyelesaikan atau mengatasi tindak pidana
secara menyeluruh, keberadaannya sangat penting di Indonesia, yang men-
jadikan hukum sebagai dasar negara, untuk menegakkan hukum pidana.*
Penegakan hukum, jika dilihat dari perspektif subjeknya, dapat di-
bedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu:*
a. Subjek dalam arti luas;
Subjek dalam konteks ini mencakup proses penegakan hukum
yang melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap interaksi hukum.
Siapa pun yang mengikuti aturan normatif atau melakukan tindakan,

baik dengan cara tertentu atau tidak, berdasarkan norma hukum yang
berlaku, dianggap telah menjalankan atau menegakkan hukum.

hal. 2.

43 Husin, Budi Rizki, 2020, Studi Lembaga Penegak Hukum, Heros Fc, Bandar Lampung,

4 Kenedi, John, op.cit., hal. 203.
45 Utama, Andrew Shandy, dkk., op.cit., hal. 5.
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b. Subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Subjek dalam pengertian sempit merujuk pada penegakan
hukum yang hanya dipahami sebagai usaha dari aparat penegak hukum
tertentu untuk memastikan bahwa suatu peraturan hukum dijalankan
sesuai ketentuan. Dalam upaya untuk menegakkan hukum, aparat
penegak hukum diperbolehkan menggunakan kekuatan jika diperlukan.

Penegakan hukum juga dapat dilihat dari sudut pandang objektif,
yang mencakup aspek hukum, sebagai berikut:*®
a. Penegakan hukum dalam arti luas;

Dalam konteks ini, penegakan hukum mencakup nilai-nilai ke-
adilan yang terdapat dalam aturan formal, serta nilai-nilai keadilan
yang berlaku di masyarakat.

b. Penegakan hukum dalam arti sempit.

Dalam pengertian ini, penegakan hukum berkaitan dengan
penerapan peraturan yang bersifat formal dan tertulis.

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara yang normal dan
damai, tetapi juga bisa terjadi sebagai respons terhadap pelanggaran
hukum. Hukum akan terwujud melalui proses penegakan hukum.*’ Me-
nurut Bagir Manan bahwa penegakan hukum (law enforcement) atau yang
dapat disebut dengan mempertahankan hukum (handhaving van het recht),
mempunyai 2 (dua) makna, yaitu:*8
a. Memastikan bahwa hukum dipatuhi dan diterapkan; serta

b. Mencegah dan menanggapi penyimpangan atau pelanggaran yang ter-
jadi.

46 Kenedi, John, op.cit., hal. 207.

47 Prasetyo, Adji, 2022, Penegakan Hukum di Indonesia, Cetakan Pertama, UNISRI
Press, Surakarta, hal. 34.
48 Kenedi, John, op.cit., hal. 208.
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Secara keseluruhan, penegakan hukum memiliki peran yang sangat
penting dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak
asasi manusia, ketertiban, pembangunan, serta penghormatan terhadap
nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan ke-

negaraan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang
dan diancam dengan sanksi hukum. Tindak pidana ini bisa berupa tindak-
an aktif maupun pasif yang melanggar hukum pidana. Akibat dari tindakan
tersebut dapat merugikan individu, masyarakat, atau bahkan negara.
Menurut Van Hamel, tindak pidana (strafbaar feit) adalah perilaku
manusia (menselijke gedraging) yang diatur dalam undang-undang (wet),
bersifat melawan hukum, layak untuk dihukum (strafwaardig), dan dilaku-
kan dengan unsur kesalahan.®
Agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, ter-
dapat beberapa elemen yang harus dipenuhi. Menurut D. Simons, yang
berpegang pada aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana, terdiri dari:>
a. Tindakan yang dilakukan oleh manusia (menselijk handelingen).
Dalam hal ini, tindakan tidak hanya mencakup “een doen”
(perbuatan), tetapi juga “een nalatten” (kelalaian yang berdampak);

b. Tindakan tersebut harus dilarang dan diancam dengan sanksi hukum
oleh undang-undang;

49 Sudaryono dan Surbakti, Natangsa, 2017, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana
Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hal. 92.
%0 Chandra, Tofik Yanuar, op.cit., hal. 43.
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Tindakan itu harus dilakukan oleh individu yang dapat dimintai per-
tanggungjawaban, yang berarti individu tersebut dapat dianggap ber-
salah atas tindakan yang dilakukan.

Menurut Moeljatno, yang menganut aliran dualistis, terdapat be-

berapa elemen yang membentuk tindak pidana, yaitu:®!

P00 o

Tindakan (baik perilaku maupun akibat yang ditimbulkan);
Situasi atau kondisi yang menyertai tindakan tersebut;
Faktor tambahan yang dapat memperberat hukuman;
Unsur melawan hukum yang bersifat objektif;

Unsur melawan hukum yang bersifat subjektif

Sementara itu, Loebby Logman menjelaskan bahwa unsur-unsur

tindak pidana, meliputi:>2

oo

Tindakan manusia, baik yang bersifat aktif maupun pasif;

Tindakan tersebut ' dilarang dan diancam dengan hukuman oleh
undang-undang;

Tindakan itu dianggap bertentangan dengan hukum;

Tindakan tersebut dapat dipersalahkan;

Pelaku tindakan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, ada beberapa elemen yang

membentuk tindak pidana, yaitu:®

o0 o

Keberadaan subjek;

Unsur kesalahan;

Sifat yang melawan hukum (termasuk tindakan);

Tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, yang
dapat dikenakan sanksi bagi pelanggarnya;

Waktu, lokasi, dan kondisi (unsur objektif lainnya).

Untuk menentukan apakah suatu tindakan termasuk dalam kategori

tindak pidana, hal ini bergantung pada perumusan dalam peraturan per-

undang-undangan. Hal ini merupakan konsekuensi dari asas legalitas yang

1 Ibid., hal. 45.
52 Kenedi, John, op.cit., hal. 185.
53 Ibid.
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dianut dalam Hukum Pidana Indonesia, yang menyatakan bahwa tidak ada

tindakan yang dapat dihukum kecuali telah diatur dalam undang-undang.

Dalam merumuskan tindak pidana, Loebby Logman mengidentifikasi 3

(tiga) kemungkinan, yaitu:>

a. Tindak pidana dirumuskan dengan menyebutkan baik nama maupun
unsurnya;

b. Tindak pidana hanya dirumuskan berdasarkan unsurnya saja;

c. Tindak pidana hanya menyebutkan namanya tanpa menjelaskan unsur-
unsurnya. Jika tindak pidana tidak menyertakan unsur-unsur atau
namanya, maka nama dan unsurnya dapat dipahami melalui doktrin.

Menurut Van Hamel, bahwa dalam merumuskan hukum, selain
mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, juga penting untuk mem-
perhatikan elemen-elemen pidana lainnya dalam konteks teori hukum
pidana. Elemen-elemen ini terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

a. Unsur objektif, yang mencakup aspek-aspek di luar diri pelaku tindak
pidana, berkaitan dengan kondisi tindakan yang harus dilakukan;

b. Unsur subjektif, yang berkaitan dengan aspek yang ada dalam diri pe-
laku tindak pidana.

Berikut adalah elemen-elemen objektif dan subjektif dari tindak
pidana yang diidentifikasi oleh beberapa ahli, yakni:>®

a. Wiryono Prodjodikoro
1) Unsur objektif:

a) Keberadaan subjek tindak pidana, yang mencakup individu

atau kelompok sebagai badan hukum;

b) Tindakan kriminal atau perilaku manusia secara fisik yang di-
ancam dengan sanksi hukum. Tindakan ini dibedakan menjadi

% Ibid., hal. 185-186.
% Ibid.
% Ibid., hal. 186-188.
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dua, yaitu bersifat positif atau aktif (melakukan sesuatu) dan
bersifat negatif atau pasif (kewajiban yang tidak dilaksanakan);
Adanya hubungan sebab-akibat, yang berarti harus ada akibat
tertentu dari tindakan pelaku yang merugikan kepentingan
orang lain, menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara pelaku
dan kerugian tersebut;

Sifat melawan hukum (onrechtmatigheid) dari tindak pidana
yang telah diatur dalam ketentuan hukum.

2) Unsur subjektif:

Terdapat kesalahan dalam tindak pidana yang berkaitan

dengan kondisi mental atau batin dari tindakan yang dilarang dan

dapat dipertanggungjawabkan (tanpa adanya unsur yang meng-

hapus pidana). Secara teori, kesalahan dibagi menjadi 2 (dua) jenis,

yaitu:

a)
b)

Kesengajaan, yaitu melakukan sesuatu dengan niat (opzet);
Kelalaian (culpa), yang menyebabkan terjadinya suatu hal
tanpa disengaja.

b. Moeljatno

1) Unsur objektif:

a)
b)

d)

Tindakan dan akibatnya menunjukkan bahwa terdapat perbuat-
an pidana yang berasal dari suatu peristiwa;

Keadaan tertentu yang menyertai tindakan, yang berarti adanya
kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan tetapi tidak dilak-
sanakan (seperti yang tercantum dalam Pasal 64 dan Pasal 65
KUHP, yang mengharuskan melaporkan kepada pihak ber-
wenang jika mengetahui adanya kejahatan, serta Pasal 331
KUHP yang mewajibkan memberikan pertolongan kepada
orang yang dalam bahaya);

Faktor tambahan yang memperberat hukuman, yang berarti
tindakan yang dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi,
seperti luka parah atau bahkan kematian, dengan sanksi yang
bervariasi;

Sifat melawan hukum secara objektif, yang terletak pada
kondisi yang menyertai tindakan, di mana tindakan tersebut
melanggar hukum.
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2) Unsur subjektif:

Unsur subjektif mencakup sifat melawan hukum yang ada

dalam hati terdakwa, yang tergantung pada niat di balik tindakan

tersebut. Selain itu, sifat melawan hukum secara formal tidak

hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap undang-undang

(hukum positif), tetapi juga mencakup sifat melawan hukum

material yang dianggap salah oleh masyarakat. Di sisi lain, ada 3

(tiga) teori mengenai unsur kesengajaan, yakni:

a)

b)

Kesengajaan sebagai maksud, yang berarti adanya hubungan
antara tindakan dan niat, di mana tindakan yang dilakukan atau
akibat yang terjadi memang merupakan tujuan yang diingin-
kan;

Kesengajaan sebagai kepastian, yang mengharuskan bahwa
meskipun tindakan yang dilakukan atau akibat yang terjadi
bukanlah tujuan utama, untuk mencapai tujuan atau akibat yang
diinginkan, tindakan tersebut harus dilakukan;

Kesengajaan bersyarat, yang berarti bahwa jika tindakan di-
lakukan atau akibat yang diinginkan terjadi, maka ada kesadar-
an akan kemungkinan terjadinya akibat lain. Unsur kelalaian
adalah bagian dari kesalahan, di mana kelalaian (culpa) muncul
dari dalam diri dan akibat yang ditimbulkan akibat kurangnya
kehati-hatian, yang disebabkan oleh kesalahan (delict).

Selanjutnya, Bambang Purnomo mengemukakan bahwa dalam me-

rumuskan delict, terdapat 2 (dua) elemen utama yang perlu diperhatikan,

yaitu:®’

a.

Unsur objektif, yang berkaitan dengan tindakan atau perilaku (een
doen of nalaten) serta akibat yang bertentangan dengan hukum positif,
dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatig) dan
dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum;

Unsur perilaku, yang mencakup baik tindakan aktif, yaitu melakukan
sesuatu (doen), maupun tindakan pasif, yaitu tidak melakukan sesuatu
(nalaten).

57 Ibid., hal. 188-189.
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2. Jenis-Jenis Tindak Pidana
Secara teori, terdapat berbagai kategori tindak pidana atau per-
buatan pidana. Perbuatan pidana ini dapat dibedakan secara kualitatif
menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kejahatan dan pelanggaran:®®
a. Kejahatan;

Kejahatan, yang dikenal sebagai rechtdelicten, merujuk pada
tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, terlepas
dari apakah tindakan tersebut diancam dengan sanksi dalam undang-
undang atau tidak. Meskipun tidak diatur sebagai delik dalam peratur-
an hukum, tindakan ini tetap dirasakan oleh masyarakat sebagai se-
suatu yang melanggar keadilan. Jenis tindak pidana ini juga disebut
mala in se, yang berarti bahwa tindakan tersebut dianggap jahat karena
sifatnya yang intrinsik®®

b. Pelanggaran.

Pelanggaran adalah tindakan-tindakan yang baru disadari oleh
masyarakat sebagai tindak pidana, karena diatur dalam undang-undang
sebagai delik. Tindakan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh ma-
syarakat karena undang-undang memberikan ancaman sanksi pidana

terhadapnya. Tindak pidana jenis ini sering kali disebut mala prohibita
(malum prohibitum crimes).°

Tindak pidana atau perbuatan pidana dapat dibedakan menjadi 2
(dua) kategori, yaitu perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana mate-
riil:
a. Tindak pidana formil,
Tindak pidana ini fokus pada tindakan yang dilarang. Perbuatan

pidana formil dianggap telah terjadi ketika tindakan yang dilarang
dalam undang-undang sudah dilakukan, tanpa mempertimbangkan

%8 Ali, Mahrus, 2019, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Edisi Pertama, Cetakan Kelima, Sinar
Grafika, Jakarta, hal. 101-102.

%9 Tongat, 2008, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan,
UMM Press, Malang, hal. 117-118.

% hid.

61 Ali, Mahrus, loc.cit., hal. 102.
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akibat yang ditimbulkan. Contohnya dapat dilihat dalam Pasal 362
KUHP mengenai pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

b. Tindak pidana materiil.

Tindak pidana materiil lebih menekankan pada akibat yang di-
timbulkan. Perbuatan pidana ini baru dianggap terjadi atau selesai jika
akibat yang dilarang sudah terwujud. Dengan kata lain, jenis perbuatan
ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk diakui sebagai tindak pidana,
seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan
Pasal 378 KUHP mengenai penipuan.

Selain itu, tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi delik
komisi (commision act) dan delik omisi (ommision act):®2
1. Delik komisi;

Delik ini merupakan pelanggaran terhadap larangan, yaitu me-
lakukan sesuatu yang dilarang, seperti pencurian, penipuan, dan pem-
bunuhan.

2. Delik omisi.

Delik omisi adalah pelanggaran terhadap kewajiban, yaitu tidak

melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, misalnya tidak hadir

sebagai saksi di pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat
dalam Pasal 522 KUHP.

Tindak pidana atau perbuatan pidana dapat dibedakan menjadi dua
jenis, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan dengan kesengajaan (delik
dolus) dan yang dilakukan karena kelalaian (delik culpa):®
a. Delik dolus;

Delik dolus mencakup tindakan yang mengandung unsur ke-

sengajaan. Contohnya adalah tindak pidana pembunuhan yang diatur
dalam Pasal 338 KUHP.

52 1bid.
53 1bid.
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b. Delik culpa.

Delik culpa merujuk pada tindakan yang mengandung unsur
kelalaian. Misalnya, Pasal 359 KUHP mengatur tentang kelalaian yang
menyebabkan kematian seseorang.

Tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi perbuatan pidana
tunggal dan perbuatan pidana berganda:%*
a. Perbuatan pidana tunggal; dan
Perbuatan pidana tunggal adalah delik yang dapat dianggap
terjadi hanya dengan satu tindakan. Delik ini sudah dianggap lengkap
setelah dilakukan sekali, seperti dalam kasus pencurian, penipuan, atau
pembunuhan.
b. Perbuatan pidana berganda.
Perbuatan pidana berganda adalah delik yang baru dapat di-
kategorikan setelah dilakukan beberapa tindakan. Contohnya, Pasal
480 KUHP menyatakan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai

delik penadahan, tindakan penadahan tersebut harus dilakukan lebih
dari sekali.

Tindak pidana atau perbuatan pidana juga dapat dibedakan ber-
dasarkan apakah tindakan tersebut berlangsung secara terus-menerus atau
tidak berlangsung terus-menerus:®
a. Perbuatan pidana yang berlangsung terus-menerus; dan

Perbuatan pidana ini ditandai oleh fakta bahwa tindakan yang
dilarang terus berlangsung. Contohnya adalah delik perampasan ke-
merdekaan seseorang yang diatur dalam Pasal 333 KUHP. Dalam

kasus ini, selama orang yang kemerdekaannya dirampas belum di-
bebaskan, maka delik tersebut masih dianggap berlangsung

%4 1bid., hal. 102-103.
% 1bid.
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b. Perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus-menerus.

Perbuatan pidana ini ditandai oleh fakta bahwa keadaan yang
dilarang tidak berlangsung secara berkelanjutan, seperti dalam kasus
pencurian atau pembunuhan.

Selain itu, tindak pidana juga dibedakan menjadi delik aduan dan
delik biasa:®
a. Delik aduan;

Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut
jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik aduan dibagi
menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1) Delik aduan absolut;

Delik ini memerlukan adanya pengaduan secara mutlak
untuk dapat. dituntut, seperti kasus pencemaran nama baik yang
diatur dalam-Pasal 310 KUHP.

2) Delik aduan relatif.

Delik ini terjadi dalam konteks keluarga, contohnya pen-
curian yang dilakukan di dalam keluarga yang diatur dalam Pasal
367 KUHP.

b. Delik biasa.

Delik biasa adalah tindak pidana yang tidak memerlukan peng-
aduan untuk dapat dituntut, seperti kasus pembunuhan, pencurian, dan
penggelapan.

Selanjutnya, tindak pidana atau perbuatan pidana dapat dibedakan

menjadi delik biasa dan delik yang dikualifikasi:®’

% 1bid.
%7 1bid., hal. 103-104.



37

a. Delik biasa; dan
Delik biasa merupakan jenis tindak pidana yang paling men-
dasar, tanpa adanya unsur yang dapat memperberat hukuman, seperti
yang diatur dalam Pasal 362 KUHP mengenai pencurian.
b. Delik yang dikualifikasi.
Delik yang dikualifikasi adalah tindak pidana yang memiliki
bentuk dasar, namun ditambah dengan unsur pemberat, sehingga
ancaman hukumannya menjadi lebih berat. Contohnya dapat dilihat

dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP, yang merupakan variasi dari
delik pencurian yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

D. Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Hukum Islam

Keadilan restoratif adalah upaya untuk mencapai perdamaian antara
pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik. Dalam konteks Islam, per-
damaian diistilahkan dengan al-islah, yang berarti memperbaiki, mendamai-
kan, dan mengatasi konflik atau kerusakan. Tujuan al-islah adalah untuk men-
ciptakan perdamaian, mempromosikan keharmonisan, mendorong individu
untuk saling berdamai, serta melakukan kebaikan dengan berperilaku layaknya
orang yang suci.®®

Setiap permasalahan yang timbul di dalam masyarakat dapat meng-
ganggu keseimbangan sosial, sehingga sangat penting untuk dilakukan upaya
penyelesaian agar konflik tersebut dapat diselesaikan, dan keseimbangan
masyarakat dapat kembali terjaga.

Di setiap lingkungan masyarakat telah berkembang berbagai tradisi

terkait upaya atau tata cara menangani sengketa atau konflik. Penyelesaian

68 Marsaid, 2017, Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
Cetakan Pertama, Amanah, Palembang, hal. 48.
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konflik dapat diselesaikan melalui berbagai cara, yakni melalui forum formal
yang disediakan oleh negara, juga melalui forum non-formal yang disediakan
oleh negara.®

Forum non-formal seperti mediasi dan musyawarah memiliki kesama-
an dengan konsep islah (perdamaian/rekonsiliasi) dalam Hukum Islam. Islah
dalam Islam merupakan suatu konsep yang menyeluruh dalam penyelesaian
masalah. Secara fundamental, ada beberapa prinsip yang perlu diikuti dalam
proses islah, yaitu:"

1. Pengungkapan kebenaran;

2. Keberadaan para pihak yang terlibat, yaitu pihak yang berkonflik, ter-
masuk korban dan pelaku, serta mediator sebagai pihak ketiga;

3. Proses islah harus bersifat sukarela tanpa adanya paksaan;

4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dalam HukumIslam, penggunaan mediasi atau musyawarah untuk
menyelesaikan sengketa adalah pendekatan yang sangat dianjurkan. Al-Qur’an
mendorong penyelesaian segala bentuk perselisihan melalui jalan damai
(islah) jika memungkinkan, seperti-yang tercantum dalam Q.S. an-Nisa ayat
128. Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam juga mengajak umatnya untuk
menyelesaikan perbedaan melalui cara damai dan musyawarah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai penyelesai-
an masalah di luar jalur peradilan, yang juga tercermin dalam berbagai konsep

dalam al-Qur’an, termasuk konsep islah (perdamaian), sebagaimana ditegas-

kan dalam Q.S. al-Hujurat ayat 9:

69 Suparman, Eman, 2004, Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk
Penegakan Keadilan, Tata Nusa, Jakarta, hal. 18.
0 Marsaid, op.cit., hal. 49.
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Artinya: “Dan jika ada dua kelompok dari orang-orang Mukmin ber-
tikai, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya ber-
buat aniaya terhadap yang lain, maka tidaklah kelompok yang berbuat aniaya
itu sehingga ia kembali kepada perintah Allah, jika ia telah kembali maka
damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

Islah dalam konteks hukum Islam dapat dipahami sebagai usaha untuk
mencapai perdamaian, rekonsiliasi, dan penyelesaian sengketa dengan cara
yang damai. Konsep islah sangat dianjurkan dalam islam sebagai sarana untuk
menyelesaikan konflik dan menciptakan suasana yang harmonis. Tujuan dari
islah adalah untuk memperbaiki hubungan, mencapai kesepakatan, dan men-
cegah terjadinya konflik yang lebih besar.

Untuk mencapai islah atau penyelesaian sengketa secara damai, pen-
dekatan yang dapat diambil adalah melalui mediasi dan musyawarah, yang se-
jalan dengan prinsip keadilan restoratif. Proses mediasi dan musyawarah di-
dasarkan pada prinsip-prinsip islah, yaitu mencari solusi yang optimal, men-

jaga hubungan antar pihak, dan mencapai kesepakatan yang saling meng-

untungkan.



BAB 1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana
Ringan Di Indonesia

Sebagai negara yang menyebut dirinya sebagai negara hukum, Indo-
nesia juga tidak dapat terhindar dari berbagai jenis tindak pidana yang meng-
ganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Sebagai negara berkembang
dengan populasi yang besar, Indonesia terus menghadapi beragam tantangan
dalam upaya menangani dan memerangi kejahatan atau tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang paling umum terjadi adalah kasus tindak
pidana ringan, seperti-pencurian. Kasus pencurian, baik itu kendaraan ber-
motor, barang berharga, maupun perampokan, masih sering terjadi di berbagai
daerah. Fenomena ini dipicu oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, tingkat
pendidikan yang rendah, dan kKurangnya lapangan pekerjaan, yang membuat
sebagian masyarakat terpaksa melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi
kebutuhan hidup mereka. Selain itu, tindak pidana kekerasan, seperti peng-
aniayaan, penculikan, dan pembunuhan, juga tetap menjadi masalah serius di
Indonesia.

Motif pelaku dalam melakukan tindak pidana ini sangat beragam,
mulai dari kebutuhan ekonomi, rasa dendam, konflik pribadi, hingga perebut-
an kekuasaan dan kekayaan. Kasus-kasus ini memerlukan langkah-langkah

hukum yang tegas dan menyeluruh untuk menekan dan mencegahnya, agar

40
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pelaku mendapatkan efek jera dan bertanggungjawab atas tindakannya,
sementara korban juga memperoleh keadilan dan perlindungan hak-haknya
sesuai dengan hukum.

Selain tindak pidana ringan tersebut, Indonesia juga diuji dengan
masalah lain yang membuat kondisi bangsa ini sangat memprihatinkan, yakni
peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba). Indonesia telah men-
jadi salah satu negara transit serta tujuan dalam jaringan peredaran narkotika
internasional. Kondisi ini memberikan dampak negatif yang signifikan bagi
generasi muda, yang sangat rentan terhadap pengaruh buruknya dan dapat
merusak masa depan mereka sebagai penerus bangsa. Bahkan, hal ini bisa
menjadi salah satu faktor yang mendorong generasi muda untuk terlibat dalam
tindak pidana, seperti ‘melakukan tindak pidana ringan misalnya pencurian
hanya untuk membeli obat-obatan terlarang.

Dari situasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor sosial, ekonomi,
dan budaya dalam masyarakat dapat berkontribusi pada munculnya tindak
pidana. Masyarakat yang rentan, tidak berdaya, dan terpinggirkan memiliki
kemungkinan lebih besar untuk terlibat dalam aktivitas kriminal. Kejahatan
atau tindak pidana merupakan perilaku menyimpang yang dapat mengganggu
ketertiban dan keamanan masyarakat, sehingga hukum diperlukan untuk
mencegah dan memberantas tindakan kriminal yang dapat merusak ketertiban
tersebut. Hal ini sejalan dengan adagium yang diungkapkan oleh Cicero, yang
menyatakan: “Ubi Societas, Ibi lus, Ibi Crimen” (di mana ada masyarakat, di

situ ada hukum, dan di situ pula ada kejahatan).
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Individu dalam masyarakat saling berinteraksi, memberikan penilaian,
dan berkomunikasi satu sama lain, yang seringkali dapat memicu konflik atau
perselisihan di antara anggota komunitas. Secara umum, tindak pidana atau
tindakan kriminal muncul ketika individu atau kelompok memiliki niat untuk
melakukan kejahatan, dan niat tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata,
biasanya didorong oleh adanya kesempatan atau faktor-faktor yang men-
dukung, baik dari lingkungan yang kompleks maupun dari karakteristik calon
korban yang dapat berkontribusi pada terjadinya tindak pidana.’™

Niat merupakan dorongan atau tekad dalam diri seseorang untuk me-
lakukan suatu tindakan kriminal, yang bisa berasal dari keinginan yang kuat,
baik itu secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Motivasi ini bisa berkisar
dari kebutuhan hidup, keinginan untuk mendapatkan keuntungan, hingga ke-
inginan untuk membalas dendam terhadap seseorang. Meskipun pelaku biasa-
nya dianggap bertanggungjawab atas tindak pidana yang terjadi, dalam be-
berapa situasi, korban juga bisa berperan sebagai pemicu terjadinya tindak
pidana. Misalnya, korban dapat melakukan atau mengucapkan sesuatu yang
memicu reaksi agresif dari pelaku, atau mungkin korban tidak mengambil
langkah pencegahan yang memadai untuk melindungi dirinya.

Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat tentunya mengakibatkan
kerugian, baik yang bersifat materiil maupun immateril, yang berdampak pada
rasa aman dan ketentraman dalam kehidupan sosial. Tindak pidana adalah
perilaku yang bersifat anti-sosial, karena tidak hanya merugikan individu se-

bagai korban, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang lebih luas bagi

kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

L Chazawi, Adami, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 3; Percobaan & Penyertaan, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, hal. 164-165.
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Tindak pidana merupakan masalah yang tidak bisa diabaikan dan me-
merlukan penanganan yang serius, akan tetapi dalam menangani kasus tindak
pidana, fokus seringkali hanya tertuju pada pelaku, sementara perhatian ter-
hadap korban yang mengalami kerugian langsung akibat tindakan tersebut
sangat minim. Beberapa alasan mengapa perhatian terhadap korban seringkali
kurang, yakni: 2
1. Masalah tindak pidana tidak dipahami secara proporsional dan multi-
dimensional;

2. Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) yang tidak didasar-
kan pada pendekatan yang komprehensif terkait penyebab kriminal;

3. Kurangnya kesadaran bahwa masalah tindak pidana adalah isu kemanusia-
an, termasuk juga masalah yang dihadapi oleh korban.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali menghadapi berbagai tindakan
yang dapat merugikan orang lain, salah satunya adalah tindak pidana ringan
seperti pencurian ringan. Meskipun dalam banyak kasus, pencurian ini
mungkin tidak melibatkan barang-barang yang bernilai tinggi, dampak yang
ditimbulkan tetap signifikan, baik dari segi materiil maupun immateriil, ter-
lebih ketika korban dari kalangan yang tidak mampu dan barang yang dicuri
sangat dibutuhkan dan berharga bagi korban.

Sebagai contoh, bayangkan seorang remaja yang mencuri sepeda milik
tetangganya. Meskipun sepeda tersebut hanya bernilai beberapa ratus ribu
rupiah, tindakan pencurian ini membawa kerugian yang lebih besar daripada

sekadar nilai barang itu sendiri. Pemilik sepeda tidak hanya kehilangan alat

transportasi yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari, tetapi juga me-

2 Ekotama, Suryono; Pudjianto Rs, Harun dan Wiratama, G., 2001, Abortus Provocatus
Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, Universitas
Atmajaya, Yogyakarta, hal. 73.
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rasakan dampak psikologis yang cukup mendalam. Rasa kehilangan dan ke-
tidaknyamanan yang dirasakan dapat mengganggu ketenangan pikiran dan
rasa aman di lingkungan tempat tinggalnya.

Dari segi materiil, kerugian yang ditimbulkan mungkin tampak kecil,
tetapi dampak immateriilnya jauh lebih besar. Pemilik sepeda mungkin merasa
tidak aman dan curiga terhadap orang-orang di sekitarnya, yang dapat meng-
ganggu hubungan sosial dan rasa komunitas, oleh karena itu meskipun pen-
curian ringan sering dianggap sepele dan tidak berbahaya, tindakan tersebut
tetap merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak.

Setiap tindakan yang merugikan orang lain, sekecil apapun, memiliki
konsekuensi yang perlu dipertimbangkan. Penegakan hukum terhadap tindak
pidana ringan seperti ini penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan
masyarakat, serta untuk mengedukasi pelaku dan masyarakat bahwa setiap
tindakan memiliki tanggung jawab. Dengan demikian, semua pihak dapat ber-
kontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman.

Korban merupakan pihak yang paling dirugikan akibat tindak pidana,
baik dari segi materiil maupun immateriil, serta kehilangan kepentingannya.
Kepentingan korban mencakup pemulihan kerugian, perlindungan, dan pe-
nuntutan terhadap pelaku. Korban membutuhkan dukungan dan pemenuhan
hak-haknya agar dapat pulih dari trauma dan mendapatkan keadilan. Di sinilah
peran hukum, khususnya hukum pidana, menjadi penting untuk melindungi
kepentingan korban, menegakkan keadilan, dan menghukum pelaku tindak

pidana. Penting untuk dicatat bahwa tindak pidana didefinisikan sebagai
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perilaku manusia yang dapat dihukum menurut hukum pidana, karena tindak-
an tersebut melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi korban serta
masyarakat secara keseluruhan.

Mengenai fungsi hukum, Sudikno Mertokusumo mengemukakan
bahwa hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan. Dalam pelaksanaan-
nya, hukum harus mempertimbangkan tiga unsur dasar, yaitu kepastian hukum
(rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan keadilan (gerechtig-
keit), oleh karena itu dalam menyelesaikan kasus pidana dan menentukan
sanksi yang tepat, ketiga unsur ini harus diperhatikan, karena pada dasarnya,
unsur-unsur tersebut merupakan inti dari tujuan hukum itu sendiri.”®

Dalam penerapannya, ketiga unsur fundamental hukum ini harus se-
imbang dan saling mendukung agar penegakan hukum dapat efektif, memberi-
kan manfaat bagi masyarakat, serta mewujudkan keadilan untuk semua pihak
yang terlibat., akan tetapi dalam proses penyelesaian perkara pidana, sering-
kali terjadi benturan antara unsur-unsur tersebut. Dalam situasi seperti ini,
keadilan menjadi prinsip yang paling diutamakan. Ibnu Taymiyah menyatakan
bahwa keadilan adalah nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar dan menjadi
pondasi bagi berbagai aspek kehidupan, baik individu, keluarga, maupun ma-
syarakat.”

Keadilan merupakan nilai penting yang harus diperjuangkan dalam pe-
negakan hukum. Tujuan utama dari penyelesaian perkara pidana adalah untuk
menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi korban.

Keadilan mencakup keseimbangan antara hak pelaku dan hak korban, serta

proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi. Penegakan hukum yang adil adalah

8 Marsaid, op.cit., hal. 2.

4 Safa’at, Muchamad Ali, 2014, Anotasi Pemikiran Hukum Dalam Perspektif Filsafat
Hukum, Universitas Brawijaya Press, Malang, hal. 76.
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dasar bagi terciptanya kepastian hukum dan manfaat yang sesungguhnya.
Tanpa adanya keadilan, penyelesaian perkara pidana hanya akan menjadi se-
buah formalitas yang kehilangan makna substansial. Keadilan menjadi landas-
an bagi legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum
melalui sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana, dalam konteks penegakan hukum, adalah
proses yang harus dilalui oleh setiap individu yang diduga terlibat dalam
tindak pidana.” Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa sistem peradilan
pidana merupakan mekanisme dalam masyarakat untuk mengatasi tindak
pidana. Tujuan dari sistem ini, meliputi:"®
1. Mencegah masyarakat menjadi korban tindak pidana;

2. Menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, sehingga masya-
rakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku dipidana;

3. Mengupayakan agar-individu yang pernah melakukan tindak pidana tidak
mengulangi perbuatannya.

Proses dalam sistem peradilan pidana dimulai dari tahap penyelidikan,
dilanjutkan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.
Proses ini tidak dapat dihentikan hanya karena pelaku sudah lanjut usia, rasa
kasihan, atau adanya perdamaian. Dalam hukum pidana, perdamaian tidak
diakui sebagai alasan untuk menghapus sanksi (pemaaf atau penghapus),

tetapi dapat dipertimbangkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili

pelaku tindak pidana, meskipun tidak bersifat wajib.”’

75 Sudarto, 2008, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hal. 105-106.
6 Harwanto, Edi Ribut, op.cit., hal. 94.
" Ibid., hal. 68-69.
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Paradigma yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana saat ini ber-
fokus pada bagaimana negara menjalankan perannya berdasarkan kewenangan
yang dimilikinya. Negara memiliki kekuasaan untuk mengatur warga negara
melalui berbagai lembaganya. Dalam pandangan ini, negara berfungsi sebagai
pemegang hak untuk menetapkan norma-norma yang berlaku dalam hukum
pidana (ius punale) serta hak untuk memberikan sanksi (ius puniendi) sebagai
respons terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat’®

Pemanfaatan lembaga hukum pidana sebagai alat penyelesaian konflik
seharusnya dipandang sebagai upaya terakhir, yang digunakan ketika metode
lain tidak berhasil mengatasi konflik yang ada. Dengan kata lain, hukum
pidana berfungsi sebagai ultimum remidium. Pandangan ini berakar pada ke-
yakinan bahwa tindak pidana merupakan serangan terhadap negara berdasar-
kan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, sehingga konflik ini
terjadi antara pelaku tindak pidana dan negara. Mardjono Reksodiputro me-
nyatakan bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap hukum pidana,
undang-undang pidana, serta ketentuan-ketentuan pidana dalam peraturan
lainnya, di mana tindakan atau perilaku yang dilarang telah dirumuskan dan
dikenakan sanksi. Lebih lanjut, Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa
tindak pidana merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang dipengaruhi
oleh sikap (attitude) individu terhadap situasi tertentu.”

Tindak pidana ini memicu reaksi dari sistem peradilan pidana. Ketika
sebuah kejahatan terjadi di masyarakat, sistem peradilan pidana berfungsi
untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap pelaku.

Fungsi sistem peradilan pidana ini adalah sebagai mekanisme dalam penegak-

an hukum dan keadilan. Setiap tahap dalam sistem peradilan memiliki peran

78 1bid., hal. 95.
7 1bid., hal. 95-96.
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krusial dalam menangani tindak pidana dan menjaga ketertiban sosial. Dengan
menerapkan sistem peradilan pidana secara sistematis dan adil, diharapkan
tingkat tindak pidana dapat berkurang, sehingga masyarakat dapat hidup
dalam rasa aman.

Sistem peradilan pidana mempumyai peranan krusial dalam mencapai
tujuan hukum pidana. Jika sistem ini berjalan tidak adil dan tidak efektif,
maka pencapaian tujuan hukum pidana akan terhambat. Salah satu cara untuk
memenuhi tujuan tersebut adalah dengan menjatuhkan sanksi kepada pelaku
tindak pidana, di mana sanksi tersebut merupakan bentuk penderitaan yang
secara sengaja diberikan oleh negara kepada pelaku. Penjatuhan sanksi ber-
tujuan untuk mencegah terulangnya tindak pidana di masa mendatang, baik
oleh pelaku itu sendiri (pencegahan khusus) maupun oleh masyarakat secara
umum (pencegahan umum). Diharapkan, sanksi yang dijatuhkan dapat mem-
berikan efek jera kepada pelaku, sehingga mereka tidak mengulangi perbuat-
annya, serta mencegah orang lain di masyarakat dari melakukan tindak
pidana.®°

Di Indonesia, tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk menegakkan
hukum dan keadilan, akan tetapi dalam praktiknya seringkali kepentingan pe-
laku lebih diutamakan dibandingkan hak dan kepentingan korban. Sistem
peradilan pidana tidak berfungsi sebagaimana mestinya, karena tidak mem-
berikan ruang yang cukup bagi kepentingan korban dan terdakwa. Dengan
kata lain, sistem peradilan pidana konvensional yang masih berlaku diber-
bagai negara seringkali menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.

Sistem peradilan pidana konvensional yang masih diterapkan diber-
bagai negara sering menghadapi kritik dan ketidakpuasan dari masyarakat,

terutama dalam menangani perkara tindak pidana ringan. Beberapa masalah

yang muncul dalam sistem ini dapat menyebabkan kekecewaan baik bagi

8 Sofyan, Andi dan Azisa, Nur, 2016, Buku Ajar Hukum Pidana, Cetakan Kesatu,
Pustaka Pena Press, Makassar, hal. 84.
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korban maupun pelaku, serta menghambat keadilan yang seharusnya ditegak-
kan.

Salah satu contoh ketidakpuasan dalam sistem peradilan pidana
konvensional adalah dalam penanganan kasus pencurian ringan, seperti pen-
curian barang-barang kecil di toko. Dalam banyak kasus, proses hukum yang
panjang dan rumit seringkali tidak sebanding dengan nilai barang yang dicuri.
Misalnya, jika seorang remaja tertangkap mencuri makanan ringan senilai
sepuluh ribu rupiah, seorang ayah yang terpaksa mencuri beras agar keluarga-
nya bisa makan dan sebagainya, proses hukum yang harus dilalui bisa me-
makan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sebelum kasus tersebut
mencapai putusan akhir.

Selama proses ini, pelaku mungkin harus menghadapi berbagai konse-
kuensi sosial dan psikologis, seperti stigma dari masyarakat, kehilangan ke-
sempatan kerja, atau bahkan penahanan yang tidak proporsional. Di sisi lain,
korban juga merasa tidak puas karena merasa bahwa keadilan tidak terpenuhi,
terutama ketika barang yang dicuri memiliki nilai yang sangat kecil. Korban
merasa bahwa sistem hukum tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap
kasus-kasus yang dianggap sepele, korban hanya menginginkan pelaku untuk
bertanggungjawab atas tindakan seperti memberi ganti rugi, tapi kepentingan
korban tidak diakui.

Sistem peradilan pidana di Indonesia hanya berfokus pada pemidanaan

pelaku tindak pidana. Proses hukum lebih cenderung menekankan pada pen-
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jatuhan sanksi kepada pelaku, ketimbang mencari solusi yang lebih kompre-
hensif, seperti rehabilitasi, restitusi, atau reintegrasi ke dalam masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana tradisional, tindak pidana dan pemida-
naan dipahami sebagai “pelanggaran terhadap negara, yang didefinisikan me-
lalui pelanggaran hukum dan kesalahan”. Makna keadilan dalam konteks ini
dimaknai sebagai “terbuktinya dakwaan dan penjatuhan sanksi kepada pelaku
oleh negara sebagai pemegang kedaulatan dalam memberikan hukuman”.
Otoritas ini pada akhirnya berakibat pada ketidakmampuan untuk mewakili
kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah sistem yang saling terkait.

Proses hukum yang panjang tidak hanya menambah beban bagi pelaku
kejahatan, tetapi juga gagal memberikan solusi untuk masalah sosial yang
menjadi akar terjadinya tindak kejahatan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa
sistem peradilan pidana hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, bukan
untuk memberikan keadilan yang sebenarnya. Dalam banyak kasus, hak dan
kepentingan korban seringkali diabaikan. Kebutuhan dan hak-hak korban tidak
selalu menjadi prioritas dalam proses peradilan, sehingga keadilan bagi korban
seringkali tidak terwujud.

Sistem peradilan pidana tradisional cenderung menekankan pada pem-
balasan terhadap pelaku tindak pidana. Penjatuhan sanksi yang berat dianggap
sebagai bentuk keadilan, tanpa mempertimbangkan kondisi dan kepentingan
korban. Pendekatan ini mengabaikan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi pelaku
ke dalam masyarakat. Menurut Tolib Setiady, sanksi seharusnya tidak hanya
bertujuan untuk memberikan penderitaan dan efek jera, tetapi juga untuk
memungkinkan pelaku kembali hidup secara layak di masyarakat.®?

Dalam sistem peradilan pidana tradisional, korban dianggap sebagai
pihak yang pasif dan tidak memiliki peran signifikan dalam proses peradilan.

Kepentingan dan hak-hak korban, seperti ganti rugi dan pemulihan, kurang

mendapatkan perhatian. Pendekatan pembalasan dalam sistem ini tidak efektif

81 Harwanto, Edi Ribut, op.cit., hal. 5-6.
82 Sofyan, Andi dan Azisa, Nur, op.cit., hal. 83.
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dalam mencegah tindak pidana berulang dan tidak dapat memulihkan kondisi
korban.

Kegagalan sistem peradilan pidana tradisional di dalam mewujudkan
keadilan dapat menjadi penghambat bagi efektivitas penegakan hukum
seluruhnya. Permasalahan penegakan hukum merupakan isu yang kompleks
dan sering menyisakan permasalahan lebih lanjut. Bahkan, Bagir Manan
menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia adalah “communis opinio
doctorum”, yang berarti bahwa tujuan yang diharapkan oleh undang-undang
belum tercapai dalam praktik penegakan hukum.83

Undang-undang menekankan pentingnya keadilan, akan tetapi dalam
praktiknya, akses keadilan seringkali tidak merata. Korban dan pelaku dari
latar belakang sosial ekonomi yang berbeda seringkali mendapatkan perlakuan
yang tidak sama dalam proses hukum. Meskipun undang-undang meng-
amanatkan proses hukum yang cepat dan efisien, realitasnya banyak kasus
yang memakan waktu lama, menyebabkan ketidakpastian hukum dan terkikis-
nya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Selain itu,
tujuan melindungi dan memenuhi hak-hak korban kejahatan juga tidak ter-
capai. Korban jarang mendapatkan dukungan yang memadai, baik secara
psikologis maupun hukum, sehingga hak-hak mereka terabaikan.

Dalam sistem peradilan pidana, posisi korban terabaikan. Meskipun
secara formal korban diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi dalam
prosesnya, fokus utama adalah pada tuntutan terhadap tersangka atau ter-
pidana oleh Penuntut Umum dan putusan oleh Hakim. Hal ini menunjukkan
bahwa orientasi penegakan hukum pidana lebih menekankan pada peng-
hukuman pelaku tindak pidana. Dalam kerangka ini, tujuan pemidanaan lebih

berfokus pada reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, sementara pemulihan
kerugian bagi korban belum menjadi pertimbangan utama.3*

8 Harwanto, Edi Ribut, op.cit., hal. 32-33.
84 Rahmawati, Maidina, dkk., op.cit., hal. 45.
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Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewajiban etis untuk mencari ke-
adilan, bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memper-
hatikan kepentingan korban dalam setiap langkah proses penuntutan. Hal ini
berarti bahwa selain menuntut pidana yang seberat-beratnya terhadap ter-
dakwa, Jaksa Penuntut Umum juga harus memastikan bahwa hak-hak dan
kebutuhan korban tindak pidana terakomodasi dengan baik. Meskipun pen-
jatuhan pidana yang berat sering dianggap sebagai langkah penting dalam
penegakan hukum, akan tetapi hal ini belum cukup untuk memenuhi ke-
butuhan korban. Banyak kasus menunjukkan bahwa tidak ada mekanisme
yang efektif untuk memastikan bahwa korban mendapatkan ganti rugi yang
layak, sehingga mengabaikan kerugian finansial, emosional, dan sosial yang
mereka alami.

Banyak orang meyakini bahwa penerapan pidana berbasis retributif
akan memastikan bahwa pelaku tindak pidana menerima hukuman yang
sepadan, akan tetapi pendekatan .ini-memiliki beberapa kelemahan. Salah
satunya adalah bahwa kerugian akibat tindak pidana seringkali menjadi faktor
utama dalam menentukan beratnya hukuman, serta niat pelaku juga mem-
pengaruhi hukuman yang diberikan. Dalam prakteknya, ada kasus pelanggaran
yang dampaknya tidak terlalu besar, tetapi harus dikenakan hukuman yang
berat. Contohnya adalah percobaan pembunuhan atau serangan teroris yang
gagal dan tidak menimbulkan korban. Meskipun tidak ada kerusakan nyata,
tindakan ini tetap dianggap sebagai pelanggaran serius yang layak dihukum
berat, seperti halnya jika pembunuhan atau serangan terorisme tersebut ber-
hasil terjadi.®

Sistem retributif tergantung pada penilaian subjektif Hakim di dalam
memutuskan berat ringannya hukuman. Hal ini berpotensi menyebabkan ke-

tidakkonsistenan dalam penjatuhan pidana untuk kasus serupa, karena putusan

dapat dipengaruhi oleh pandangan pribadi Hakim. Pendekatan retributif ber-

8 Ibid., hal. 61-62.
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fokus pada pembalasan terhadap pelaku, akan tetapi seringkali pembalasan
tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan keadilan yang sebenarnya. Hal ini
dikarenakan pendekatan ini kurang mempertimbangkan akibat tindak pidana
terhadap korban dan masyarakat.

Dampak dari tindak pidana tidak hanya mengakibatkan kerugian fisik
bagi korban, tetapi juga dapat menyebabkan dampak psikologis yang lebih
sulit untuk diukur. Sebagai contoh, seseorang yang kehilangan seluruh harta-
nya dalam perampokan mungkin merasakan dampak yang lebih berat meski-
pun nilai kerugian tersebut tidak terlalu besar, dibandingkan dengan korban
lain yang mengalami kerugian serupa, akan tetapi masih memiliki aset
lainnya. Selain itu, konsekuensi dari pemidanaan terhadap pelaku juga dapat
dirasakan oleh orang-orang yang tidak bersalah, seperti anggota keluarga yang
ber-gantung pada pelaku tersebut. Dengan demikian, hukuman berupa denda
yang dijatuhkan kepada pelaku dapat menyebabkan penderitaan tambahan
bagi pasangan atau orang-orang yang ditanggung oleh pelaku, oleh karena itu
penting untuk memberikan hukuman yang proporsional dan berdampak pada
pelaku, seperti penjatuhan sanksi berupa ganti rugi atau retribusi atas kerugian
yang dialami korban. -Dengan demikian, retribusi dapat dipahami sebagai
bentuk pembalasan yang terikat pada prinsip proporsionalitas dan hak-hak
individu. Retribusi juga harus bersifat imparsial dan tidak mengandung unsur
pribadi, berbeda dengan pembalasan yang bersifat emosional.®®

Berikut dapat disajikan contoh kasus tindak pidana ringan di Indonesia
yang diselesaikan dengan sistem peradilan pidana konvensional, yang se-
harusnya dapat diselesaikan dengan lebih cepat dengan memperhatikan hak-

hak korban:

% Ibid.
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Contoh Kasus Tindak Pidana Ringan Di Indonesia yang Diselesaikan

Dengan Sistem Peradilan Pidana Konvensional

Pelaku ‘ Tahun ‘ Ringkasan Peristiwa Pidana

MNH®’ 2009 | Memetik 3 buah kakao di | Dijatuhi hukuman
perkebunan milik PT. Rumpun Sari | penjara 1 bulan 15
Antan (RSA), Ajibarang, | hari, dengan masa
Banyumas. percobaan 3 bulan

MSN®* 2009 | Mantri dihukum karena menolong | Dijatuhi hukuman
orang, tetapi dianggap salah karena | penjara 3 bulan
bukan dokter.

PRM® 2009 | Pencemaran nama baik karena | Dijatuhi hukuman
mengkritisi pelayanan Rumah Sakit | penjara 6 bulan,
Omni Internasional. dengan masa

percobaan 1 tahun

SLSY 2018 | Nenek menebang pohon durian | Dijatuhi hukuman
milik kerabatnya, Japaya Sitorus di { penjara 1 bulan 14
Toba Samosir, Sumatera Utara, | hari penjara.
untuk membangun makam
leluhurnya.

ZA™" 2019 | Siswa SMA membela diri dari | Pidana pembinaan
begal, dan ‘dianggap melakukan | selama 1 tahun di
tindak pidana penganiayaan karena | Lembaga
mengakibatkan begal tewas. Kesejahteraan

Sosial Anak
(LKSA) Darul
Aitam, Kabupaten
Malang.

Data: Detiknews dan Kompas.com

87 Detiknews, 10 Kasus yang Mengguncang Hukum Indonesia, diakses dalam https:/
news.detik.com/berita/d-1775253/10-kasus-yang-mengguncang-hukum-indonesia, tanggal 22 Juli
2025, jam: 15.27 WIB.

8 |bid.
8 bid.

% |ssha Harruma, Nibras Nada Nailufa, Kasus-Kasus Ketidakadilan di Indonesia, diakses
dalam https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/01300001/kasus-kasus-ketidakadilan-di-indo
nesia?page=all, tanggal 22 Juli 2025, jam: 15.35 WIB.

1 Ibid.
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Contoh kasus-kasus tindak pidana ringan tersebut, seharusnya dapat di-
selesaikan dengan lebih cepat dan efisien, akan tetapi proses hukum tetap ber-
jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Korban yang mengalami kerugian
langsung, kepentingannya diabaikan, dengan hanya menjatuhkan putusan
pidana kepada pelaku tanpa memperhatikan kerugian korban.

Sistem peradilan pidana yang adil perlu mempertimbangkan akibat
tindak pidana terhadap korban. Sanksi yang sesuai dapat membantu memuli-
hkan kerugian yang dialami oleh korban, baik dari segi fisik, emosional,
maupun finansial. Penjatuhan pidana harus berlandaskan pada prinsip propor-
sionalitas, yang menegaskan bahwa hukuman harus sebanding dengan tingkat
kejahatan yang dilakukan. Jika hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan
dampak atau kerugian yang dialami korban, hal ini dapat mengurangi efek jera
yang diharapkan. Sanksi yang mencerminkan kerugian korban dapat berfungsi
sebagai pencegah bagi pelaku dan orang lain agar tidak mengulangi tindakan
serupa.

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana seharusnya
sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya untuk mencapai
keadilan yang sebenarnya. Penerapan prinsip proporsionalitas ini tidak hanya
melindungi hak-hak korban, tetapi juga mendukung rehabilitasi pelaku serta
meningkatkan kepercayaan dan perlindungan bagi masyarakat.

Kejenuhan yang muncul dalam teori dan praktik sistem peradilan
pidana, yang telah gagal memberikan rasa keadilan, mendorong para ahli
untuk mencari alternatif lain. Dalam pendekatan ini, perhatian lebih diberikan
pada keseimbangan kepentingan antara korban dan pelaku tindak pidana.

Korban dilibatkan secara langsung dalam menentukan cara penyelesaian yang
sesuai dengan kebutuhan mereka. Konsep ini dikenal sebagai keadilan resto-
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ratif (restorative justice). Keadilan restoratif memandang kejahatan bukan
hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai gejala yang
merupakan bagian dari tindakan sosial.®?

Keadilan restoratif menekankan pentingnya memulihkan hubungan
antara semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat.
Pendekatan ini mengutamakan dialog dan proses penyelesaian yang melibat-
kan semua pihak, sehingga keadilan restoratif berperan dalam mencegah
terjadinya konflik yang berkelanjutan. Selain itu, pendekatan ini juga ber-
kontribusi pada peningkatan keamanan serta perlindungan bagi masyarakat.

Salah satu prinsip dalam hukum pidana menyatakan bahwa “le salut
du peuple est la supréme”’, yang berarti bahwa hukum tertinggi adalah per-
lindungan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang paling utama
harus mencakup nilai-nilai keadilan dan hak asasi yang berlaku untuk pelaku,
korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan ini harus dihormati
dan tidak boleh diabaikan, oleh karena itu, dalam menyelesaikan kasus tindak
pidana, sistem pemidanaan dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif
(restorative justice). Dengan pendekatan ini, proses penyelesaian dapat me-
libatkan pelaku kejahatan, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk men-
cari solusi yang adil, dengan fokus pada pemulihan kondisi semula daripada
sekadar pembalasan.®

Dalam keadilan restoratif, solusi yang diperolah dapat berupa per-
mohonan maaf, ganti rugi, atau bentuk pemulihan lainnya. Pendekatan ini
memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan apa yang diperlu-
kan untuk proses pemulihan, baik dari segi emosional maupun finansial.
Dalam konteks filosofis penyelesaian suatu kasus tindak pidana, kehadiran

pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana tidak dimaksudkan untuk

menghapus hukum pidana atau menggabungkannya dengan hukum perdata.

92 Harwanto, Edi Ribut, op.cit., hal. 24-25.
% Ibid., hal. 96.
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Sebaliknya, fokus utama dari pendekatan ini adalah menyelesaikan konflik
melalui mediasi.®* antara korban dan pelaku.

Berikut dapat penulis sajikan beberapa perkara tindak pidana yang di-
selesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif:

Tabel 2
Perkara Tindak Pidana yang Diselesaikan Melalui
Pendekatan Keadilan Restoratif

1. | Pencurian Sepeda Motor di | Kasus ini berupa pencurian sepeda motor
Blora® untuk biaya pengobatan anak di Blora,
Jawa Tengah.  Kasus ini melibatkan
Suparno, yang juga dikenal sebagai
Gondes bin Karso Lanjar. Harli men-
jelaskan bahwa Suparno- ditangkap oleh
polisi karena mencuri sepeda motor pada
tanggal 21 Agustus 2024.

Saat kejadian, Suparno sedang berjalan di
Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo,
Kabupaten Blora, dan melihat sepeda
motor Honda Supra Fit berwarna hitam
dengan nomor polisi K 6269 DE terparkir
di lahan kosong. la tergoda untuk mencuri
kendaraan tersebut karena kunci motor
masih tertinggal.

Setelah mencuri, Suparno menggunakan
sepeda motor itu untuk berjualan pentol,
yang menjadi sumber penghidupan utama
bagi keluarganya, terutama karena anak-
nya menderita hidrosefalus.

Berdasarkan situasi tersebut, Kepala Ke-
jaksaan  Negeri Blora, M. Haris
Hasbullah, mengusulkan penyelesaian
kasus melalui mekanisme restorative
justice. Permohonan penghentian pe-
nuntutan telah diajukan dan disetujui pada
6 November 2024.

% Amriani, Nurnaningsih, 2011, Mediasi; Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 28.

% Tempo, Kasus-kasus yang Diselesaikan Melalui Restorative Justice, diakses dalam
https://mww.tempo.co/hukum/kasus-kasus-yang-diselesaikan-melalui-restorative-justice-1227724,
tanggal 28 Agusus 2025, jam: 10.09 WIB.
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2. | Pencurian Burung Murai® Enam siswa di Gunung Putri, Kabupaten
Bogor, ditangkap oleh polisi setelah ke-
dapatan mencuri burung Murai Batu milik
seorang warga. Kasus ini diselesaikan
dengan menggunakan pendekatan resto-
rative justice (RJ).

Kapolsek Gunung Putri, Kompol Didin
Komarudin, menjelaskan bahwa pen-
curian terjadi pada hari Jumat, 19 Juli
2024, ketika para pelaku melompati pagar
dan mengambil burung Murai Batu
Medan dari garasi korban.

Setelah tindakan pencurian tersebut ter-
ungkap, pelaku berhasil ditangkap dan
diserahkan ke Polsek Gunung Putri oleh
pemilik burung. Meskipun sempat di-
tahan, pemilik burung memilih untuk me-
maafkan pelaku dan mencapai kesepakat-
an damai.

3. | Pencurian HP di Pasuruan® Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan
berhasil menyelesaikan-. kasus pencurian
handphone yang dilakukan oleh Sholihin
dari Desa Branang, Kecamatan Lekok
dengan pendekatan keadilan restoratif.
Yusuf Akbar, Kasi Tindak Pidana Umum
(Pidum)  Kejaksaan Negeri Kabupaten
Pasuruan, menjelaskan bahwa tindakan
pencurian terjadi pada 10 September. Pe-
laku-melihat sebuah truk yang terparkir di
pinggir jalan raya Desa Gejugjati, dengan
hanya satu orang di dalamnya, yaitu
Lukman ‘Hadi, sang supir. Pelaku
kemudian melihat handphone korban
yang terletak di dashboard truk dengan
kaca setengah terbuka. Dengan mengguna
kan tongsis vyang dilengkapi plester
double tip, pelaku berusaha mencuri
handphone tersebut. Setelah berhasil, ia
menjual barang curian itu seharga Rp300
ribu.

Dalam proses mediasi, korban telah me-
maafkan tindakan pelaku, dan kesepakat-
an damai disepakati oleh kedua belah
pihak, di mana pelaku setuju untuk meng-

% Ibid.

9 Emil Akbar, Kejari Kabupaten Pasuruan Selesaikan Kasus Pencurian HP Lewat Res-
torative Justice, diakses dalam https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/kejari-kabupaten-pasuru
an-selesaikan-kasus-pencurian-hp-lewat-restorative-justice, tanggal 28 Agustus 2025, jam: 10.31
WIB.
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ganti rugi handphone yang dicuri. Meski-
pun nilai kerugian seharusnya Rp1,7 juta,
pelaku bersedia mengganti sebesar Rp2
juta.

4, | Penyalahgunaan Narkotika® Kejaksaan Tinggi Maluku, bersama
dengan jajarannya, berhasil menghentikan
penuntutan kasus narkotika melalui pen-
dekatan keadilan restoratif.

Penanganan perkara yang melibatkan
Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1)
huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, atas nama tersangka
Julius Samuel Koedoeboen alias Same
dan Dominggus Yusuf Rahabeat alias
Dedy. Keduanya ditangkap pada 20 Mei
2025 di depan Lorong Gapura Depok 4,
Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon,
dengan barang bukti satu paket sabu
seberat 0,1005 gram yang disimpan dalam
casing telepon genggam. Hasil tes labora-
torium menunjukkan bahwa keduanya
positif menggunakan methamphetamine.
Kajari Ambon menegaskan bahwa syarat
untuk ' menyelesaikan perkara melalui
rehabilitasi telah terpenuhi, antara lain
barang - bukti ‘yang tidak melebihi pe-
makaian satu hari, tidak memiliki catatan
kriminal sebelumnya, tidak terdaftar
sebagai DPO, serta adanya jaminan dari
keluarga dan kesediaan tersangka untuk
menjalani rehabilitasi.

Pendekatan keadilan restoratif diambil
karena kedua tersangka merupakan
korban penyalahgunaan narkotika, bukan
bagian dari jaringan peredaran. Ini juga
sejalan dengan Pedoman Jaksa Agung
Nomor 18 Tahun 2021 dan Surat Edaran
Nomor 1 Tahun 2025. Berdasarkan
kesepakatan, kedua tersangka akan men-
jalani rehabilitasi medis dan sosial selama
empat bulan di Rumah Sakit Khusus
Daerah Provinsi Maluku, serta diwajibkan
melakukan kerja sosial membersihkan
rumah ibadah di lingkungan tempat
tinggal masing-masing selama satu bulan.
Biaya rehabilitasi akan ditanggung oleh

% Kabar Timur, Kejati Maluku Tuntaskan Dua Kasus Lewat Jalur Keadilan Restoratif,
diakses dalam https://www.kabartimurnews.com/2025/08/27/kejati-maluku-tuntaskan-dua-kasus-
lewat-jalur-keadilan-restoratif/, tanggal 28 Agustus 2025, jam: 10.41 WIB.
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keluarga tersangka.

5. | Penganiayaan di Muara Bungo®

Kasus ini bermula dari insiden peng-
aniayaan yang dilakukan oleh Saparudin
alias Sapar bin Sofyan, pada Jumat, 22
November 2024, sekitar pukul 20.30
WIB. Terdakwa merasa tersinggung se-
telah dinasehati oleh korban, Husmaryadi,
yang kemudian memicu emosi terdakwa
dan menyebabkan terjadinya perkelahian.
Akibatnya, korban mengalami luka gores
di bibir dan kehilangan dua gigi bagian
atas.

Selama persidangan, Majelis Hakim
berupaya untuk mencapai perdamaian
antara terdakwa dan korban. Pada akhir-
nya, korban memaafkan Terdakwa tanpa
meminta ganti rugi. Kesepakatan per-
damaian tersebut resmi dicatat dalam
surat kesepakatan yang ditandatangani
pada 3 Maret 2025.

Perdamaian - ini menjadi faktor yang
meringankan hukuman Terdakwa, sesuai
dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Per-
aturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2024 mengenai Pedoman Mengadili Per-
kara Pidana Berdasarkan Keadilan
Restoratif. Dalam sidang yang ber-
langsung di PN Muara Bungo, Majelis
Hakim memutuskan: “Menyatakan Ter-
dakwa Saparudin alias Sapar bin Sofyan
terbukti secara sah dan meyakinkan ber-
salah ‘melakukan tindak pidana peng-
aniayaan. Menjatuhkan pidana penjara
selama tiga bulan dan enam hari. Me-
netapkan masa penangkapan dan pe-
nahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan. Memerintahkan Terdakwa di-
bebaskan dari tahanan seketika setelah
putusan ini dibacakan”.

Pendekatan keadilan restoratif pada kasus-kasus di atas menunjukkan

bahwa sistem peradilan dapat berfungsi lebih baik dengan mempertimbangkan

9 Robert Sianturi, PN Muara Bungo Terapkan Restorative Justice dalam Putusan Kasus
Penganiayaan, diakses dalam https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pn-muara-bungo-te
rapkan-restorative-justice-dalam-putusan-0dL, tanggal 28 Agustus 2025, jam: 11.12 WIB.
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konteks sosial dan psikologis pelaku. Penyelesaian damai dan rehabilitasi
dapat menjadi alternatif yang lebih efektif daripada penjara, terutama bagi
pelaku yang terdesak oleh keadaan atau yang masih muda. Hal ini juga
menunjukkan bahwa keadilan dapat dicapai tanpa mengorbankan nilai ke-
manusiaan dan rehabilitasi sosial.

Pendekatan keadilan restoratif berusaha mengembalikan peran hukum
pidana ke posisi semula, yaitu sebagai langkah terakhir atau ultimum reme-
dium. Hal ini berarti bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai
pilihan terakhir setelah semua upaya hukum lain tidak lagi efektif dalam me-
nangani tindak pidana di masyarakat.

Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, penting untuk mempertimbang-
kan alternatif penyelesaian yang lebih ringan, seperti mediasi, rehabilitasi,
atau penyelesaian administratif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk
mengurangi stigma dan dampak negatif yang bisa muncul akibat sanksi
pidana. Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak
asasi manusia, yang menekankan bahwa seseorang tidak seharusnya dihukum
ke-cuali benar-benar diperlukan, sehingga memberikan perlindungan bagi
pelaku dari penegakan hukum yang berlebihan.

Dalam praktik penanganan dan penyelesaian kasus pidana, pendekatan
keadilan restoratif memberikan solusi alternatif untuk berbagai permasalahan
yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana. Misalnya, proses administrasi
yang rumit, memakan waktu, dan mahal, serta penumpukan kasus atau ke-
putusan pengadilan yang tidak memperhatikan kepentingan korban, akan
tetapi tidak semua jenis tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan
restoratif. Ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar penyelesaian melalui
cara ini dapat diterapkan, yaitu: sengketa yang masih dalam batas wajar, ada-

nya komitmen dari semua pihak untuk menyelesaikan masalah, serta situasi di
mana pelaku berada dalam posisi tawar yang seimbang. Proses ini juga
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bersifat pribadi dan hasilnya bersifat rahasia. Ketika keadilan restoratif
dianggap sebagai solusi untuk ketidakpuasan atau kegagalan sistem peradilan
pidana, maka ia muncul sebagai konsep yang merespons perkembangan sistem
tersebut dengan menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dan korban
yang sering kali terpinggirkan oleh mekanisme yang ada. Sebuah pelanggaran
hukum pidana dipandang sebagai konflik antara individu yang menyebabkan
kerugian bagi korban, masyarakat, dan pelanggar itu sendiri. Di antara ketiga
pihak tersebut, kepentingan korban menjadi yang paling utama, karena esensi
dari kejahatan adalah pelanggaran terhadap hak-hak korban.®

Sistem peradilan yang berfokus pada keadilan retributif dan restitutif
memberikan kekuasaan yang besar kepada negara, yang diwakili oleh aparat
penegak hukum. Dalam kerangka ini, baik pelaku maupun korban memiliki
sedikit kesempatan untuk menyampaikan pandangannya tentang keadilan yang
diinginkan. Negara berperan sebagai penentu tingkat keadilan bagi korban,
seringkali melalui penjatuhan hukuman penjara kepada pelaku.

Jim Consedine, salah satu tokoh penggagas keadilan restoratif dari
Selandia Baru, berpendapat bahwa pendekatan yang menekankan pada
hukuman, balas dendam, pengasingan, dan perusakan harus digantikan dengan
keadilan restoratif. Pendekatan ini lebih berfokus pada rekonsiliasi, pemulihan
bagi korban, integrasi ke dalam masyarakat, serta pemaafan dan pengampun-
an.101

Berikut adalah perbandingan antara keadilan retributif, keadilan resti-

tutif, dan keadilan restoratif:

100 Harwanto, Edi Ribut, op.cit., hal. 98-99.
101 1bid., hal. 107-108.



Tabel 3

63

Perbandingan Antara Keadilan Retributif, Keadilan Restitutif

dan Keadilan Restoratif

Keadilan

Keadilan

Keadilan

Fokus utama

Retributifl®?

Penghukuman pelaku
sebagai pembalasan

Restitutif'®
Penggantian
kerugian korban

Restoratif!04
Pemulihan
hubungan sosial
dan rekonsiliasi

Menegakkan keadilan
dengan hukuman

Memulihkan hak
korban dengan

Memperbaiki
kerusakan sosial

Tujuan utama kompensasi dan
menyembuhkan
semua pihak

Formal, adversarial, Kompensasi Dialog,
penegakan hukum materiil/non- musyawarah,
Pendekatag ketat materiil partisipasi
bersama
Pasif, hanya sebagai | Subjek penerima Aktif, terlibat

Peran korban. | saksi kompensasi dalam proses

penyelesaian

Dihukum, menerima | Membayar atau Bertanggung
penderitaan mengganti kerugian | jawab,
Peran pelaku memperbaiki
kesalahan
Hukuman penjara, Ganti rugi, Rekonsiliasi,
Hasil akhir denda, atau sanksi pemulihan hak perdamaian,
lain reintegrasi
Tidak memperhatikan | Terbatas pada Implementasi
kebutuhan korban aspek materiil, masih terbatas,
Kelemahan dan masyarakat; kurang menyentuh | butuh kesadaran
dapat aspek sosial dan dukungan
memperpanjang budaya hukum
konflik

192 Taufiq Yulianto, “Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penye-
lesaian Perkara Tindak Pidana”, dalam RBITH: Majalah IImiah Pengembangan Rekayasa dan
Sosial, Vol. 19 No. 2 (2023), Juli 2023, DOI: https://doi.org/10.32497/orbith.v19i2.4999; Tatang,
“Analisis Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif di
Indonesia”, dalam Jurnal Inovasi Global, Vol. 3 No. 4 (2025), DOI: https://doi.org/10.58344/jig.v
3i4.319.

103 Nabilla N. Afifah, “Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif dan Pen-
dekatan Hukuman Adat dalam Kasus Tindak Pidana Ringan”, dalam Syntax ldea: Vol. 6 No. 6
(2024), DOI: https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3749.

104 Achmad Thorik, dkk., “Perbandingan Konsep Restorative Justice Dalam Hukum
Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia”, dalam Nomos : Jurnal Penelitian llmu Hukum,
Vol. 4 No. 3 (2024), Juli 2024, DOI: https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2100; Nabilla N. Afifah,
Ibid.; Tatang, Ibid; Taufig Yulianto, Ibid.
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Data: Dirangkum dari berbagai artikel jurnal.

Perlu dicatat bahwa keadilan retributif lebih menekankan pada hukum-
an sebagai respons terhadap tindakan kriminal, seringkali mengabaikan ke-
butuhan korban serta proses rehabilitasi bagi pelaku. Di sisi lain, keadilan
restitutif lebih berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban,
meskipun tidak selalu melibatkan pelaku dalam proses yang lebih kompre-
hensif. Sementara itu, keadilan restoratif menciptakan kesempatan untuk
dialog antara semua pihak yang terlibat, dengan tujuan memperbaiki hubung-
an dan mendukung pemulihan bagi korban serta rehabilitasi bagi pelaku.
Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dapat di-
maknai dan diterapkan dalam berbagai konteks, dengan penekanan yang
berbeda pada dampak bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

Keadilan restoratif memberikan alternatif yang lebih berorientasi pada
kemanusiaan dan memungkinkan penyelesaian konflik dengan lebih cepat,
dengan penekanan pada pemulihan dan rehabilitasi. Di sisi lain, penyelesaian
konflik atau kasus pidana melalui sistem peradilan tradisional cenderung ber-
jalan lambat, mirip dengan proses yang berlarut-larut. Proses ini biasanya
lebih formal dan memakan waktu, sering kali mengabaikan kebutuhan korban
serta upaya rehabilitasi bagi pelaku.

Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Satjipto Raharjo, yang me-
nyatakan bahwa penyelesaian kasus melalui sistem peradilan pidana yang
berakhir dengan vonis pengadilan merupakan proses penegakan hukum yang
berlangsung lambat. Hal ini disebabkan oleh panjangnya jalur yang harus
dilalui, dimulai dari Kepolisian, kemudian Kejaksaan, dilanjutkan ke Peng-
adilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan bahkan sampai ke Mahkamah Agung.

Akibatnya, ini menyebabkan penumpukan kasus yang signifikan di peng-
adilan. Hukum pidana seharusnya menjadi ultimum remedium, atau langkah
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terakhir yang diambil ketika tidak ada alternatif lain untuk menyelesaikan
suatu ma-salah. Akan tetapi, dalam praktiknya, hukum pidana seringkali
dijadikan pilihan pertama untuk menyelesaikan konflik antara individu.
Bahkan, beberapa kasus yang sebenarnya termasuk dalam ranah perdata di-
paksakan untuk ditangani sebagai kasus pidana. Pergeseran fungsi hukum
pidana ini mencerminkan bahwa masyarakat mulai meninggalkan budaya
hukum yang ada. Padahal, masyarakat masih memiliki hukum adat yang dapat
berfungsi lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah.!%

Penyelesaian konflik dalam hukum adat biasanya melibatkan norma
dan nilai yang dihormati oleh komunitas tertentu. Demikian pula, keadilan
restoratif menekankan pentingnya peran serta komunitas dalam proses pe-
nyelesaian konflik, sehingga baik hukum adat maupun keadilan restoratif
mengadopsi pendekatan yang berakar pada konteks sosial. Penghargaan ter-
hadap partisipasi komunitas, dengan fokus pada pemulihan korban, baik dalam
hukum adat maupun keadilan restoratif, dapat berkontribusi pada stabilitas
sosial dan keadilan yang lebih menyeluruh, sehingga menciptakan kese-
imbangan dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa keberada-
an pendekatan keadilan restoratif ini sangat penting di dalam penyelesaian
perkara pidana di Indonesia, sehingga dapat disebutkan mengenai urgensi pe-
negakan hukum tindak pidana ringan di Indonesia dengan menggunakan pen-
dekatan keadilan restoratif, yakni:

1. Mengurangi beban sistem peradilan pidana;
Pendekatan keadilan restoratif membawa efisiensi dalam proses

hukum, yakni dapat mengurangi jumlah kasus yang harus ditangani oleh

penegak hukum, sehingga mengurangi beban sistem peradilan pidana yang

105 Rahardjo, Satjipto, Filsafat Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hal. 35.
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seringkali mengalami kemacetan. Proses keadilan restoratif biasanya lebih
cepat dibandingkan proses hukum formal, memungkinkan penyelesaian
kasus yang lebih efisien bagi semua pihak yang terlibat.

. Fokus pada pemulihan dan rehabilitasi;

Keadilan restoratif menekankan rehabilitasi pelaku daripada pen-
jatuhan pidana semata. Pendekatan ini bisa membantu pelaku untuk me-
mahami dampak dari tindakan yang telah dilakukan, dan berusaha untuk
mengubah perilaku negatifnya. Keadilan restoratif ini mendorong pelaku
untuk bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi kepada korban,
sehingga keadilan restoratif membantu memperbaiki kerugian yang di-
alami oleh korban.

Meningkatkan keterlibatan masyarakat;

Keadilan restoratif melibatkan masyarakat dalam proses penye-
lesaian konflik, mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab sosial
yang lebih besar. Pendekatan keadilan restoratif mengutamakan proses
dialog dan rekonsiliasi, yang mana proses ini menciptakan ruang untuk
berdiskusi atau bermusyawarah antara pihak-pihak yang terlibat, yang
dapat membantu memperbaiki hubungan dan mencegah konflik di masa
depan.

Membangun kepercayaan pada sistem hukum;

Keadilan restoratif menciptakan proses yang lebih transparan dan

akuntabel dalam penyelesaian perkara pidana, yang dapat meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Keadilan restoratif lebih
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manusiawi, karena fokus pada pemulihan dan dialog, dan dengan pen-
dekatan ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya berfungsi
untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan dan mendamaikan.

. Upaya pencegahan kejahatan;

Keadilaan restoratif dapat mengurangi risiko pengulangan kejahat-
an melalui rehabilitasi pelaku dan pemulihan hubungan antara pelaku dan
korban, sehingga pendekatan ini dapat mengurangi risiko pengulangan ke-
jahatan di masa depan. Selain itu, keadilan restoratif juga melibatkan pen-
didikan bagi pelaku dan masyarakat tentang dampak kejahatan, yang dapat
meningkatkan kesadaran dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan di
masyarakat.

Mengakomodasi kearifan lokal;

Pendekatan keadilan restoratif sangat fleksibel dalam penanganan
suatu perkara/ Keadilan restoratif dapat disesuaikan dengan nilai-nilai dan
norma-norma lokal, sehingga lebih relevan dan diterima oleh masyarakat.
Pendekatan ini juga memungkinkan integrasi hukum adat dalam proses pe-
nyelesaian konflik, sehingga dapat memperkuat identitas budaya dan nilai-
nilai lokal.

Memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana.

Keadilan restorati memberikan perhatian pada korban, dan men-
jadikan korban sebagai fokus dalam proses penyelesaian, serta memberi-
kan kesempatan kepada korban untuk berpartisipasi dan mendapatkan

ganti rugi. Proses dialog dalam keadilan restoratif, dapat membantu korban
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dalam proses penyembuhan emosional, mengurangi rasa sakit dan trauma
yang dialami.

Atas dasar hal tersebut, maka penegakan hukum tidak harus kaku atau
formal sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pidana, tujuan hukum
tidak terlepas dari keadilan sehingga bila keadilan telah terwujud tidak perlu
diperpanjang lagi dengan proses peradilan pidana.

Pemaafan dan ganti rugi dalam konteks keadilan restoratif telah ter-
bukti mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pelaku dan
korban, meskipun hal ini tidak secara eksplisit diatur dalam perundang-
undangan. Dalam hukum Islam, pemberian maaf merupakan bagian dari
proses penyelesaian kasus pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap
jiwa manusia. Hal ini karena kejahatan terhadap jiwa tidak hanya melibatkan
aspek publik, tetapi juga menyentuh masalah perdata. Unsur perdata ini meng-
akibatkan bahwa penentuan hukuman diserahkan kepada ahli waris atau ke-
luarga korban. Dengan demikian, dalam kasus kejahatan terhadap jiwa, ke-
luarga korban memiliki pilihan untuk menentukan jenis hukuman, apakah
melalui gishash atau diyat, yang berarti memberikan kompensasi kepada
keluarga korban, atau memilih untuk memaafkan pelaku tanpa menuntut balas.
Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian kasus pidana.
Keterlibatan korban sangat penting, karena dari sinilah keseimbangan dapat
diukur. Model penyelesaian seperti ini sangat layak untuk dikembangkan, agar
penanganan kasus pidana melalui sistem peradilan yang konvensional tidak
terhambat. 2%

Urgensi penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan di Indonesia
melalui pendekatan keadilan restoratif terletak pada kemampuannya untuk
membangun sistem hukum yang lebih efisien, berorientasi pada kemanusiaan,
dan berkelanjutan. Dengan menekankan pemulihan, rehabilitasi, dan partisi-
pasi masyarakat, keadilan restoratif tidak hanya menyelesaikan masalah
hukum, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan mendukung pembangun-

an masyarakat yang lebih harmonis.

78.

196 Faisal, 2010, Menerobos Positivisme Hukum, Rangkang Education, Yogyakarta, hal.
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Penyelesaian kasus pidana, terutama untuk tindak pidana ringan, se-
harusnya lebih memprioritaskan keseimbangan sosial dalam masyarakat.
Keseimbangan ini merujuk pada hubungan antara pelaku dan korban, sehingga
dapat mengembalikan harmoni sosial. Penyelesaian dilakukan melalui musya-
warah yang melibatkan kedua belah pihak secara adil. Prinsip solusi saling
menguntungkan harus menjadi fokus utama untuk mencapai kesepakatan
dalam menyelesaikan kasus. Pada akhirnya, diharapkan pelaku dapat meminta
maaf kepada korban dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang
sama, serta jika perlu, mengganti kerugian yang dialami oleh korban. Di sisi
lain, korban diharapkan dapat memaafkan pelaku dan tidak melanjutkan kasus

tersebut ke pengadilan.'*’

B. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak
Pidana Ringan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Indonesia dan
Solusinya

Penegakan hukum di Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang
tidak menentu. Ada anggapan bahwa penerapan hukum hanya berlaku bagi
segelintir orang, sementara mereka yang memiliki kekuasaan atau pengaruh
seringkali terhindar dari konsekuensi hukum. Situasi ini menimbulkan rasa
ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Selain itu, banyak orang yang tidak
sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya dalam konteks hukum, se-

hingga mereka kesulitan untuk memperjuangkan keadilan.

107 Sulistyowati, 2020, Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan,
Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, hal. 111-112.
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Mempertimbangkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam sistem
peradilan pidana konvensional, seperti prosedur yang rumit dan memakan
waktu, keadilan restoratif muncul sebagai alternatif yang lebih cepat dan
efisien untuk menyelesaikan kasus pidana, terutama pada tindak pidana
ringan. Proses mediasi dalam keadilan restoratif dapat menghasilkan
keputusan dengan lebih cepat dibandingkan dengan jalur hukum formal yang
panjang dan kompleks.

Konsep pendekatan restoratif berakar dari tradisi peradilan yang ada
dalam peradaban Arab, Yunani, dan Romawi, yang digunakan untuk me-
nyelesaikan berbagai masalah, termasuk tindak pidana. Secara umum, istilah
“pendekatan restoratif’ pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash, yang
mengemukakan konsep keadilan restoratif dalam tulisannya tentang reparasi.
Albert Eglash menyatakan bahwa keadilan restoratif merupakan alternatif dari
pendekatan restitutif, berbeda dengan keadilan retributif dan rehabilitatif. 1%

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pendekatan keadilan retri-
butif lebih menekankan pada hukuman sebagai respons terhadap tindakan
kriminal. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan
kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Akan tetapi, keadilan retributif sering
mengabaikan kebutuhan dan kepentingan korban, serta kurang memperhatikan
rehabilitasi pelaku. Proses ini dapat berdampak negatif pada hubungan sosial
dan tidak selalu efektif dalam mencegah terulangnya kejahatan.

Dalam keadilan rehabilitatif, pendekatan ini menekankan pada rehabi-
litasi pelaku dengan tujuan agar pelaku dapat kembali berintegrasi ke dalam

masyarakat setelah menjalani hukuman. Fokus utama dari pendekatan ini

adalah pada perubahan perilaku pelaku. Meskipun rehabilitasi merupakan

198 Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, 2013, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui
Pendekatan Restoratif, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 27.
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elemen yang krusial, pendekatan ini kurang melibatkan korban dan masya-
rakat dalam proses pemulihan. Selain itu, jika rehabilitasi tidak disertai dengan
akuntabilitas, pelaku mungkin tidak menyadari konsekuensi dari tindakan
yang telah dilakukan. Berbeda halnya dengan keadilan restoratif, bahwa pe-
nyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan resto-
ratif lebih berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan
masyarakat melalui dialog dan mediasi. Tujuannya adalah untuk memperbaiki
kerugian yang dialami oleh korban dan mendorong pelaku untuk ber-
tanggungjawab atas tindakan yang merugikan korban dan telah menciptakan
ketidakamanan di dalam masyarakat.

Berikut adalah beberapa keunggulan dari pendekatan keadilan resto-
ratif sebagai alternatif dalam penyelesaian kasus pidana, antara lain:

Tabel 4

Keunggulan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Alternatif

Penyelesaian Perkara Pidana

Keunggulan Penjelasan

Pendekatan Holistik% Menyelesaikan perkara dengan melibatkan pelaku,
korban, dan masyarakat secara menyeluruh,
memperhatikan aspek sosial, psikologis, dan hukum.
Partisipasi Aktif'1 Melibatkan secara langsung pelaku, korban, keluarga,

199 Gita Damaiyanti, Ramon Nofrial dan Erniyanti Erniyanti, “Analisis Yuridis Penerapan
Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tingkat Penyidikan
Demi Mewujudkan Perlindungan Anak (Juridical Analysis of the Application of Diversion and
Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System at the Investigation Level for the
Realization of Child Protection)”, dalam Jurnal llmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia
(JIHHAM), Vol. 2, No. 2, 2023, DOI: https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1674; Muhammad
Fatahillah Akbar, “Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”,
dalam Masalah-Masalah Hukum: Vol 51, No 2 (2022), DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.
2022.199-208.

110 Sofyan Nugroho, “Rekonstruksi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan
Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana yang Berkepastian Hukum”, dalam Jurnal
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dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.

Pencegahan

Kejahatan!!!

Mendorong reintegrasi sosial pelaku dan mengurangi
kemungkinan residivisme dengan pendekatan yang
humanis dan edukatif.

Mengurangi Stigma!*2

Menghindari labelisasi negatif dan isolasi sosial

terhadap pelaku sehingga mendukung proses pemulihan
dan reintegrasi.

Data: Dirangkum dari berbagai artikel jurnal.

Pendekatan keadilan restoratif menyediakan cara penyelesaian kasus
yang lebih menyeluruh dibandingkan dengan keadilan retributif dan rehabili-
tatif. Dengan menekankan pemulihan hubungan, keterlibatan semua pihak,
dan tanggung jawab, keadilan restoratif muncul sebagai alternatif yang lebih
efektif dalam penegakan hukum pidana dan penyelesaian kasus. Pendekatan
ini tidak hanya memperhatikan pelaku, tetapi juga kebutuhan korban dan
masyarakat, serta berpotensi menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan
harmonis.

Dalam perspektif keadilan restoratif, tindak pidana dipahami sebagai
pelanggaran yang dilakukan oleh individu, yang menciptakan tanggung jawab
untuk melakukan perbaikan. Pendekatan ini melibatkan korban, pelaku, dan
masyarakat dalam upaya mencari solusi yang mendukung perbaikan, rekonsi-

liasi, serta memberikan jaminan untuk masa depan.!3

IImu Kepolisian Volume 17 Nomor 2 Tahun 2023, Vol. 17 No. 2 (2023), DOI: https://doi.org/10.35
879/jik.v17i2.412; Gita Damaiyanti, Ramon Nofrial dan Erniyanti Erniyanti, Ibid.

111 Ahmad Jamaludin dan Dandi Ditia Saputra, “Unifikasi Regulasi Keadilan Restoratif
Melalui Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, dalam Legal Standing (Jurnal Ilmu Hukum): Vol. 7,
No. 2 (2023), DOI: 10.24269/1s.v7i2.7315; Sofyan Nugroho, Ibid.

112 Muhammad Fatahillah Akbar, lbid.; Gita Damaiyanti, Ramon Nofrial dan Erniyanti

Erniyanti, Ibid.

113 Harwanto, Edi Ribut, op.cit., hal. 6.
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Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang khas dalam penegakan
hukum pidana, di mana korban, pelaku, dan masyarakat berpartisipasi secara
aktif dalam proses penyelesaian kasus. Dalam pendekatan ini, semua pihak
yang terlibat diikutsertakan, antara lain:

1. Korban, di dalam pendekatan keadilan restoratif diberikan kesempatan
untuk berbagi pengalaman mereka selama terjadinya tindak pidana, serta
mengungkapkan dampak emasional, sosial, dan finansial yang mereka
alami. Hal ini memberikan hak kepada korban untuk bersuara dalam
proses penyelesaian kasus dan memastikan bahwa suara mereka didengar,
sehingga mereka merasa dihargai;

2. Pelaku dalam pendekatan keadilan restoratif dapat mengambil tanggung
jawabh atas tindakan yang telah dilakukan dan memahami konsekuensi dari
tindak pidana tersebut. Proses ini dapat memicu refleksi dan kesadaran
diri, serta membangun motivasi untuk melakukan perubahan ke arah yang
lebih baik;

3. Masyarakat dalam keadilan restoratif dapat berperan aktif dalam proses,
baik sebagai mediator maupun sebagai pendukung. Masyarakat memiliki
peran yang signifikan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung
pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam komunitas.

Pendekatan keadilan restoratif secara umum bertujuan untuk menemu-
kan solusi bersama terhadap masalah atau konflik yang dihadapi. Proses ini
dilakukan melalui dialog atau mediasi, di mana semua pihak terlibat dapat

mendiskusikan cara untuk memperbaiki kerugian yang dialami. Harapannya,
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solusi yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan semua pihak, bukan se-
kadar menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Solusi tersebut bisa berupa per-
mohonan maaf, ganti rugi, atau tindakan lain yang mendukung pemulihan,
yang dirumuskan secara kolaboratif.

Penyelesaian kasus pidana melalui pendekatan keadilan restoratif juga
berfungsi sebagai upaya untuk memperbaiki tindakan yang dianggap merugi-
kan korban. Dengan melibatkan korban dan pelaku secara langsung, keadilan
restoratif menekankan pentingnya memperbaiki hubungan antara kedua belah
pihak. Pelaku didorong untuk mengambil langkah-langkah yang dapat mem-
perbaiki kerugian yang dialami oleh korban, sehingga membuka peluang
untuk perubahan yang lebih baik. Proses ini juga membantu pelaku menyadari
dampak dari tindakan mereka, yang dapat menjadi motivasi untuk tidak meng-
ulangi kesalahan di masa mendatang.

Keadilan restoratif juga berfungsi sebagai bentuk rekonsiliasi, yang be-
rtujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, serta antara
pelaku dan masyarakat. Proses rekonsiliasi ini berkontribusi pada pengurangan
ketegangan dan penciptaan harmoni dalam komunitas. Dengan melalui dialog,
pelaku dan korban dapat mengembangkan pemahaman satu sama lain, yang
pada gilirannya dapat mengurangi potensi konflik di masa depan.

Keadilan restoratif memastikan bahwa korban akan didengar dan men-
dapatkan dukungan selama proses pemulihan. Dengan demikian, hal ini men-
ciptakan rasa aman bagi korban, karena korban terlibat langsung dalam pe-

nyelesaian masalah. Bagi masyarakat, pendekatan ini juga menjamin bahwa
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tindakan kejahatan akan ditangani dengan adil dan transparan, serta bahwa pe-
laku akan bertanggungjawab atas tindakan mereka dengan cara yang kons-
truktif.

Pendekatan keadilan restoratif tidak hanya menitikberatkan pada
hukuman bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga pada pemulihan hubungan dan
penciptaan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.
Dengan cara ini, keadilan restoratif berkontribusi pada terciptanya masyarakat
yang lebih harmonis dan adil.

Berdasarkan hal tersebut, konsep pendekatan keadilan restoratif dapat
memberikan solusi untuk berbagai masalah yang muncul dalam konteks
hukum pidana, yaitu:***

1. Kritik bagi sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan,
terutama bagi korban (sistem peradilan kriminal yang melemahkan indi-

2. \I</II((jelrj1)g’hilangkan konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat (meng-
hapus konflik di antara para pihak);

3. Kenyataan bahwa perasaan ketidakberdayaan yang muncul akibat tindak
grigana perlu diatasi untuk mencapai pemulihan (untuk mencapai perbaik-

Konsep pendekatan keadilan restoratif memberikan solusi yang inova-
tif dan efektif untuk menangani berbagai permasalahan yang muncul dalam
penyelesaian kasus hukum pidana. Berikut adalah cara-cara di mana pendekat-
an keadilan restoratif mengatasi masalah yang timbul dalam konteks hukum

pidana:

1. Mengatasi ketidakpuasan korban;

114 1pid., hal. 76-77.
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Dalam sistem peradilan pidana konvensional, posisi korban sering
terabaikan, dan korban merasa tidak puas dengan hasil proses hukum.
Korban merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak
cukup untuk memperbaiki kerugian yang mereka alami. Keadilan restoratif
memberikan kesempatan kepada korban untuk bersuara, berbagi peng-
alaman, dan menjelaskan dampak dari tindak pidana yang korban alami.
Proses ini menciptakan ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif dalam
penyelesaian kasus, sehingga meningkatkan kepuasan korban terhadap
hasil yang dicapai melalut pendekatan ini.

. Rehabilitasi pelaku;

Sistem peradilan pidana konvensional lebih menekankan pada
hukuman daripada rehabilitasi. Hal ini dapat membuat pelaku tidak me-
nyadari dampak dari tindakannya dan berisiko mengulangi kesalahan yang
sama. Keadilan restoratif memberikan peluang bagi pelaku untuk ber-
interaksi dengan korban dan memahami konsekuensi dari tindakannya,
serta mendorong proses rehabilitasi. Dengan demikian, pelaku dapat
belajar dari kesalahan dan berkomitmen untuk berubah.

Mengurangi stigma terhadap pelaku;

Pelaku tindak pidana sering menghadapi stigma sosial yang berat,
yang dapat menghambat reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Stigma
ini dapat memperburuk keadaan korban dan meningkatkan risiko peng-
ulangan tindak pidana. Keadilan restoratif memberikan pelaku kesempatan

untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga membantu mengurangi stigma
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negatif yang melekat padanya. Proses ini memungkinkan masyarakat
untuk melihat pelaku sebagai individu yang mampu berubah dan ber-
kontribusi kembali.

Meningkatkan keterlibatan masyarakat;

Dalam sistem peradilan pidana konvensional, masyarakat sering
tidak dilibatkan dalam proses hukum, yang menyebabkan ketidakpuasan
dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Keadilan restoratif
melibatkan masyarakat dalam penyelesaian kasus pidana, baik sebagai
mediator maupun pendukung. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan
tanggung jawab sosial, serta meningkatkan dukungan untuk pemulihan
pelaku dan korban.

. Penyelesaian yang lehbih cepat dan efisien;

Proses hukum dalam sistem peradilan pidana konvensional melalui
tahapan yang panjang dan rumit, yang menyebabkan ketidakpastian bagi
semua pihak yang terlibat. Proses mediasi dan dialog dalam keadilan
restoratif dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih cepat dibandingkan
dengan jalur hukum formal, sehingga mengurangi beban pada sistem
peradilan yang formalistik dan meningkatkan efisiensi.

. Pencegahan Kejahatan

Penegakan hukum di Indonesia selama ini lebih fokus pada
hukuman, yang tidak selalu efektif dalam mencegah tindak pidana di masa
depan. Keadilan restoratif, yang lebih menekankan pada pemulihan dan

rehabilitasi bagi pelaku dan korban, dapat mengurangi risiko pengulangan
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tindak pidana. Pelaku yang memahami dampak dari tindakannya, dan ter-
libat dalam proses pemulihan cenderung untuk tidak mengulangi kesalah-
an.

7. Membangun keadilan yang lebih holistik.

Sistem peradilan pidana konvensional menggunakan pendekatan
hukum yang sempit dan sering mengabaikan konteks sosial serta emosio-
nal dari korban tindakan kriminal. Sebaliknya, keadilan restoratif me-
nawarkan pendekatan yang lebih holistik dengan mempertimbangkan
kebutuhan semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan ma-
syarakat. Hal ini menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan adil.

Seperti yang telah disebutkan, pendekatan keadilan restoratif melibat-
kan semua pihak dalam proses penyelesaian suatu perkara atau konflik, yang
memungkinkan terjadinya dialog terbuka antara korban, pelaku, dan masya-
rakat. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai komunitas yang ada, di mana
penyelesaian konflik dilakukan secara kolektif dan menghargai nilai-nilai
yang dianut dalam kebiasaan masyarakat atau hukum adat. Di banyak budaya
di Indonesia, nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong sangat dihormati,
sehingga masyarakat cenderung mengutamakan penyelesaian masalah secara
bersama-sama.

Banyak komunitas di Indonesia memiliki tradisi musyawarah atau
mediasi untuk menyelesaikan konflik, baik melalui pemimpin adat, tokoh
masyarakat, maupun anggota keluarga. Dalam berbagai adat, terdapat pula

praktik pemberian ganti rugi atau restitusi kepada korban sebagai bentuk
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tanggung jawab dari pelaku. Masyarakat di Indonesia cenderung menghindari
konflik yang berkepanjangan dan lebih memilih untuk menyelesaikan per-
masalahan secara damai.

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat Indonesia sebenarnya telah
mengenal konsep keadilan restoratif yang tercermin dalam kebiasaan dan
hukum adat yang mengandung nilai-nilai tersebut, jauh sebelum adanya
pengaturan resmi mengenai keadilan restoratif dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui, ideologi negara Pancasila telah memuat
konsep keadilan restoratif bahkan sebelum pendekatan ini diterapkan dalam
sistem peradilan pidana saat ini. Sila Ke-4 Pancasila menyatakan, “Kerakyatan
yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Per-
wakilan”, yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengutamakan prinsip
musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang telah mengakar dalam hati dan
sanubari masyarakat. Hal ini merupakan upaya untuk menyelesaikan berbagai
permasalahan yang muncul di dalam masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa
konsep keadilan restoratif telah ada dan berkembang di Indonesia, di mana
penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai ke-
sepakatan 'yang saling menguntungkan, tanpa merugikan atau menciptakan
ketidakseimbangan bagi salah satu pihak yang terlibat, sehingga penyelesaian
masalah dapat terwujud.**®

Keadilan restoratif adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa yang
melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam tindak pidana, termasuk
korban dan/atau keluarganya, pelaku dan/atau keluarganya, masyarakat, serta
aparat penegak hukum atau elemen lain yang memiliki peran penting dalam
proses penyelesaian sengketa antara para pihak.

Aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, atau Hakim, dapat ber-

peran sebagai mediator dalam proses keadilan restoratif. Penegak hukum ter-

115 prakorso, Abintoro, 2016, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Edisi Revisi,
Aswaja, Yogyakarta, hal. 162.
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sebut membantu memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku, serta men-
ciptakan ruang yang aman untuk komunikasi. Selain itu, penegak hukum juga
dapat memberikan informasi tentang proses keadilan restoratif kepada semua
pihak yang terlibat, memastikan bahwa masing-masing pihak memahami hak
dan tanggung jawabnya.

Aparat penegak hukum dapat memastikan bahwa proses keadilan
restoratif tetap berada dalam batasan hukum yang berlaku. Penegak hukum
bertanggungjawab untuk memastikan bahwa semua tindakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, penegak hukum juga
dapat memantau pelaksanaan kesepakatan yang dicapai dalam proses keadilan
restoratif, memastikan bahwa pelaku memenuhi tanggung jawabnya, seperti
memberikan restitusi kepada korban. Keterlibatan penegak hukum dalam
keadilan restoratif dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem
hukum, dengan menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan konflik secara
adil dan transparan. Hal ini membuat masyarakat lebih cenderung untuk
mempercayai proses hukum. Dengan demikian, Keterlibatan penegak hukum
dalam keadilan restoratif dapat mengedepankan pendekatan yang lebih
manusiawi, menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kebutuhan
untuk memulihkan hubungan sosial.

Pendekatan keadilan restoratif telah diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung

(Perma) Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Mediasi di Pengadilan, Peraturan
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Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pe-

nyelesaian Sengketa Secara Restoratif, serta Peraturan Kejaksaan Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara

Pidana dengan Keadilan Restoratif.

Pengaturan keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia memberikan berbagai manfaat yang signifikan, baik bagi individu
maupun masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya regulasi ini, ke-
sadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dapat meningkat,
serta menekankan pentingnya penyelesaian konflik yang adil dan konstruktif.

Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan
keadilan restoratif. Pendekatan ini lebih cocok diterapkan pada berbagai jenis
tindak pidana, terutama yang tidak melibatkan kekerasan berat atau yang
dampaknya dapat diperbaiki. Berikut adalah beberapa kategori tindak pidana
yang umumnya dapat diatasi dengan pendekatan keadilan restoratif:

1. Tindak pidana ringan, contohnya adalah pencurian kecil, penggelapan
ringan, atau vandalisme. Kasus-kasus ini seringkali dapat diselesaikan me-
lalui mediasi dan restitusi kepada korban

2. Tindak pidana yang melibatkan korban, misalnya penipuan, pencemaran
nama baik, atau penganiayaan ringan. Keadilan restoratif memberikan ke-
sempatan bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi dan membantu pelaku
memahami dampak dari tindakannya;

3. Tindak pidana anak, merupakan kasus yang melibatkan anak di bawah

umur, seperti pencurian atau perusakan barang. Pendekatan ini berfokus
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pada rehabilitasi dan pemulihan, dengan mempertimbangkan kebutuhan
khusus anak;

4. Tindak pidana dalam lingkungan keluarga, seperti kasus kekerasan dalam
rumah tangga yang tidak mengakibatkan cidera berat. Pendekatan ini dapat
membantu memperbaiki hubungan keluarga melalui mediasi dan kon-
seling;

5. Tindak pidana yang berkaitan dengan masyarakat, misalnya pelanggaran
yang berdampak pada masyarakat, seperti pencemaran lingkungan atau pe-
langgaran ketertiban umum. Keadilan restoratif dapat melibatkan masya-
rakat dalam proses penyelesaiannya;

6. Tindak pidana yang dapat diperbaiki, contohnya kasus yang melibatkan
kerugian material yang dapat dikompensasikan, seperti kerusakan properti.
Pelaku dapat diminta untuk memperbaiki atau mengganti rugi atas kerugi-
an yang terjadi;

7. Tindak pidana yang melibatkan kesepakatan, misalnya pada kasus di mana
pelaku dan korban dapat mencapal kesepakatan untuk menyelesaikan
masalah secara damai, seperti dalam kasus utang-piutang.

Keadilan restoratif paling efektif diterapkan pada tindak pidana yang
memungkinkan adanya dialog dan pemulihan hubungan antara pelaku dan
korban. Dengan penekanan pada ganti rugi, rehabilitasi, dan pemulihan, pen-
dekatan ini dapat memberikan solusi yang lebih konstruktif dan bermanfaat
bagi semua pihak yang terlibat. Akan tetapi, untuk tindak pidana yang lebih

serius, seperti tindak pidana berat atau kekerasan, keadilan restoratif mungkin
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tidak selalu menjadi pilihan yang tepat dan perlu dipertimbangkan dengan
cermat.

Menurut Andi Hamzah, bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian
kasus di luar pengadilan melalui proses perdamaian antara korban dan pelaku
tindak pidana. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada korban, pelaku
diharuskan memberikan ganti rugi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan
ini termasuk dalam kategori keadilan restoratif, namun hanya diterapkan pada
delik ringan. Berbeda dengan Hukum Islam, yang menerapkan keadilan resto-
ratif pada tindak pidana pembunuhan, di mana pelaku dapat memperoleh
pengampunan dari keluarga korban dan mencapai perdamaian yang disertai
dengan pemberian ganti rugi kepada keluarga korban. 16

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penerapan ke-
adilan restoratif, disebutkan bahwa pendekatan ini hanya dapat diterapkan
pada tindak pidana ringan, pelanggaran sosial, dan kasus yang melibatkan
anak-anak. Fokus utama di sini adalah pada tindak pidana yang dapat diper-
baiki melalui ganti rugi atau restitusi. Sementara itu, dalam hukum Islam,
keadilan restoratif dapat diterapkan pada berbagai jenis tindak pidana,
termasuk hudud (kejahatan berat), gishash (pembalasan setimpal), dan ta zir.
Akan tetapi, kejahatan hudud memiliki konsekuensi hukum yang ketat dan
tidak selalu memungkinkan penyelesaian melalui keadilan restoratif. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa pengaturan keadilan restoratif di Indonesia
lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, sedangkan hukum
Islam mengikuti prinsip-prinsip yang lebih formal dan terstruktur berdasarkan
ajaran agama Islam.

Pada dasarnya, keadilan restoratif bertujuan untuk memperbaiki

hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuan utama dari keadilan

116 Marsaid, op.cit., hal. 29.



84

restoratif adalah menciptakan proses pemulihan yang memperhatikan kebutuh-
an korban, mendorong rehabilitasi pelaku, serta memperbaiki hubungan sosial.
Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang lebih
adil, harmonis, dan berkelanjutan.

Dalam perspektif keadilan restoratif, pihak yang mengalami kerugian
secara langsung adalah korban dari tindakan pelaku tindak pidana, yang juga
berdampak pada masyarakat, oleh karena itu baik korban maupun pelaku di-
berikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan me-
mulihkan kerugian yang ditimbulkan, serta memberi kesempatan kepada pe-
laku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara langsung. Dengan
demikian, tujuan keadilan restoratif adalah memberdayakan korban, pelaku,
serta keluarga dari kedua belah pihak dan masyarakat, agar dengan kesadaran
dan keinsafan mereka dapat memperbaiki perbuatan yang melanggar hukum
sebagai landasan untuk perbaikan kehidupan masyarakat.!’

Keadilan restoratif menekankan penyelesaian konflik secara langsung
antara korban dan pelaku, tanpa harus melalui proses peradilan formal, se-
hingga dapat mengurangi ketergantungan pada sistem peradilan pidana yang
dikelola oleh negara. Dalam pendekatan ini, pelaku dan korban berperan aktif
dalam proses pemulihan, sementara peran negara bersifat sebagai fasilitator.
Negara tidak selalu harus terlibat secara langsung dalam setiap kasus. Dengan
penerapan keadilan restoratif, banyak kasus yang sebelumnya harus diselesai-
kan di pengadilan dapat diselesaikan di luar sistem hukum formal, sehingga
mengurangi beban perkara di pengadilan dan mengurangi peran negara dalam
menangani setiap kasus. Hal ini sejalan dengan pernyataan Eva Achjani Zulfa,

yang menyebutkan bahwa pendekatan keadilan restoratif sering dikenal

dengan istilah “sistem keadilan non-negara”, di mana peran negara dalam

117 Dewi, D.S.dan Syukur A., Fatahillah, 2011, Mediasi Penal Penerapan Restorative
Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Indie Publishing, Depok, hal. 4.
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penyelesaian perkara pidana menjadi minimal atau bahkan tidak ada sama
sekali. 8

Keadilan restoratif memberi keuntungan bagi korban, karena pendekat-
an ini lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan dan memberikan rasa puas
kepada korban dibandingkan dengan proses peradilan tradisional. Bagi pelaku,
pendekatan ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan kembali rasa
hormat dari masyarakat, alih-alih terus menerus menghadapi stigma negatif.
Dari perspektif masyarakat, pelaku dianggap menjadi kurang berbahaya, dan
dana yang seharusnya digunakan untuk menjalani hukuman dapat dialokasi-
kan untuk tindakan pencegahan atau konstruksi lainnya.®

Selain menawarkan berbagai keuntungan, keadilan restoratif juga me-
miliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah bahwa pendekatan ini hanya
dapat diterapkan pada pelaku yang mengakui atau dapat dipastikan sebagai
pelaku. Bagi pelaku yang tidak mengakui perbuatannya, pelaksanaan keadilan
restoratif menjadi sangat sulit, karena konsep ini memerlukan kesadaran,
tanggung jawab, dan partisipasi dari pelaku. Selain itu, dalam hal pembuktian,
proses tetap harus dilakukan, dan jika diperlukan, kasus tersebut akan dilanjut-
kan ke sistem peradilan pidana untuk membuktikan bahwa individu yang
bersangkutan adalah pelaku.*2°

Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum
tindak pidana ringan dengan pendekatan keadilan restoratif di Indonesia,
yakni:

1. Faktor hukum, yakni ketidakjelasan regulasi dan peraturan yang mengatur

keadilan restoratif dapat menjadi kendala. Banyak peraturan yang belum

118 Harwanto, Edi Ribut, op.cit., hal. 4-5.
119 |bid., hal. 64-65.
120 1hid., hal. 65.
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mendukung penerapan keadilan restoratif secara efektif. Misalnya, adanya
ketentuan yang membatasi penerapan keadilan restoratif hanya pada
kasus-kasus tertentu;

2. Faktor penegak hukum, yakni kurangnya pemahaman dan pelatihan yang
memadai bagi aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip keadilan
restoratif dapat menghambat implementasinya. Kadang penegak hukum
lebih memilih pendekatan konvensional yang lebih familiar baginya;

3. Faktor sarana dan prasarana, yakni keterbatasan fasilitas dan sumber daya
yang mendukung proses keadilan restoratif, seperti tempat mediasi atau
akses terhadap mediator yang terlatih, dapat menghambat pelaksanaan
yang efektif;

4. Faktor sosial, yakni-masyarakat mungkin memiliki stigma atau pandangan
negatif terhadap pelaku tindak pidana, yang dapat menghalangi proses per-
damaian dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban;

5. Faktor budaya, yakni keberagaman budaya dan norma-norma lokal yang
berbeda diberbagai daerah dapat mempengaruhi penerimaan dan praktik
keadilan restoratif. Dalam beberapa kasus, nilai-nilai lokal mungkin ber-
tentangan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Berikut adalah beberapa solusi untuk mengatasi kendala dalam pe-
negakan hukum tindak pidana ringan dengan pendekatan keadilan restoratif di
Indonesia tersebut, yakni:

1. Faktor hukum, yakni dengan melakukan revisi terhadap peraturan yang

ada untuk memberikan kejelasan dan dukungan terhadap penerapan ke-
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adilan restoratif, termasuk menghapus batasan-batasan yang tidak perlu
dan memperluas cakupan penerapan keadilan restoratif pada berbagai jenis
tindak pidana ringan. Selain itu, perlu mengembangkan panduan operasio-
nal yang jelas mengenai prosedur dan mekanisme keadilan restoratif yang
dapat diadopsi oleh aparat penegak hukum;

. Faktor penegak hukum, yakni dengan menyelenggarakan program pe-
latihan yang komprehensif bagi aparat penegak hukum mengenai prinsip-
prinsip keadilan restoratif, teknik mediasi, dan cara menangani kasus
dengan pendekatan restoratif. Selain itu, juga mengadakan workshop dan
seminar untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai
manfaat keadilan restoratif di kalangan penegak hukum;

. Faktor sarana dan- prasarana, yakni dengan mengalokasikan anggaran
untuk. membangun dan memperbaiki fasilitas yang diperlukan untuk
proses mediasi, seperti ruang mediasi yang nyaman dan aman, juga mem-
bangun jaringan mediator terlatin yang dapat diakses oleh masyarakat dan
aparat penegak hukum untuk mendukung proses keadilan restoratif;

. Faktor sosial, yakni dengan melakukan kampanye untuk mengedukasi
masyarakat tentang keadilan restoratif dan pentingnya pemulihan hubung-
an antara pelaku dan korban, bisa melibatkan media sosial, seminar, dan
diskusi publik. Selain itu, perlu mengembangkan program yang member-
dayakan korban untuk terlibat dalam proses keadilan restoratif, sehingga

korban merasa didengar dan dihargai;
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5. Faktor budaya, yakni dengan mengadaptasi prinsip-prinsip keadilan
restoratif dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan norma-norma
budaya yang ada, termasuk melibatkan tokoh masyarakat atau pemuka
adat dalam proses mediasi untuk memberikan legitimasi. Perlu pula
mengadakan dialog antar budaya untuk memahami perbedaan nilai dan
norma yang ada, serta mencari titik temu dalam penerapan keadilan
restoratif.

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan penegakan
hukum tindak pidana ringan dengan pendekatan keadilan restoratif di Indo-
nesia dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat bagi semua pihak
yang terlibat.

Pada dasarnya, fokus utama dari konsep keadilan restoratif adalah pada
tanggung jawab dan partisipasi pelaku terhadap akibat dari tindakannya. Akan
tetapi, pendekatan ini dapat melemahkan kepastian hukum dan konsistensi.
Penegakan hukum menjadi subjektif, tergantung pada individu-individu yang
terlibat dalam penyelesaian kasus, yang mengakibatkan peraturan hukum men-
jadi kurang kuat, terutama dalam konteks perundang-undangan yang mengatur
penyelesaian suatu kasus. Selain itu, konsep ini dapat mengubah sifat hukum
pidana dari yang semula tertutup menjadi lebih terbuka. Hubungan dan
konsekuensi hukum terutama ditentukan oleh kehendak para pihak. Dilema
dalam keadilan restoratif muncul karena di Indonesia, tujuan hukum masih
belum jelas ditafsirkan, oleh karena itu sifat melawan hukum tidak akan hilang
hanya karena adanya perdamaian. Tujuan penegakan hukum yang sebenarnya
bukan hanya menerapkan hukum, tetapi juga mencapai ketertiban, kedamaian,
dan ketentraman dalam masyarakat yang harmonis dan adil. Oleh karena itu,
sangat penting bagi penegak hukum untuk memperhatikan langkah-langkah
sosial yang diambil dalam menyelesaikan pelanggaran hukum. 2

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerapan ke-

adilan restoratif untuk penyelesaian perkara pidana, antara lain:*?2

121 |bid., hal. 65-66.
122 | bid., hal. 129-130.
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1. Adanya niatan atau itikad dari semua pihak, termasuk masyarakat. Itikad
ini harus muncul dari hati nurani untuk memaafkan pelaku tindak pidana.
Tanpa adanya niatan dari semua pihak, keadilan restoratif tidak mungkin
terwujud,;

2. Pelaku tindak pidana harus benar-benar menyesal dan berjanji untuk tidak
mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini, pelaku perlu meminta maaf
kepada korban, sehingga korban atau keluarganya tidak akan melanjutkan
tuntutan terhadap pelaku;

3. Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya harus
dapat diterima oleh masyarakat. Meskipun masyarakat tidak terpengaruh
secara langsung oleh tindak pidana yang terjadi, pada dasarnya, setiap
tindak pidana merupakan peristiwa yang dapat mengganggu ketenteraman
masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan keadilan restoratif. Jika ma-
syarakat menerima penyelesaian tersebut, maka pelaku juga dapat diterima
kembali dalam komunitas.

Jika ketiga persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka aparat penegak
hukum yang menangani penyelesaian perkara pidana tidak seharusnya mem-
buat keputusan yang bersifat kaku. Misalnya, jika perkara sudah terlanjur di-
limpahkan ke pengadilan, tidak perlu menjatuhkan hukuman maksimal kepada
pelaku. Sebaiknya, vonis yang diberikan harus mempertimbangkan perdamai-
an yang telah dicapai antara pelaku dan korban atau keluarganya.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pendekatan keadilan resto-
ratif sebenarnya sudah dikenal dan dipraktikkan di Indonesia dalam konteks
hukum adat, seperti di Papua, Bali, Toraja, Batak, Minangkabau, dan komuni-
tas tradisional lainnya yang masih kuat mempertahankan kebudayaannya.
Ketika terjadi suatu tindak pidana, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan
di dalam komunitas adat secara internal, tanpa melibatkan aparat negara.

Berikut adalah penerapan konsep pendekatan keadilan restoratif yang

sesuai dengan kebiasaan masyarakat atau hukum adat di Indonesia:*?®

123 Rahmawati, Maidina, dkk., op.cit., hal. 156-64.
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1. Aceh;

Konsep keadilan restoratif dalam peradilan pidana di Indonesia
tidak hanya dikenal di tingkat negara, tetapi juga dalam peradilan adat,
salah satunya adalah Peradilan Perdamaian Adat di Aceh. Dalam peradilan
adat di Aceh, salah satu asas yang digunakan adalah asas penyelesaian
damai atau kerukunan, yang dalam Bahasa Aceh dikenal sebagai ‘“uleue
bek mate ranteng ek patah”. Asas ini mencerminkan tujuan peradilan adat
untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.

2. Nusa Tenggara Barat (NTB);

Masyarakat Nusa Tenggara Barat memiliki lembaga bernama Bale
Mediasi, yang diakui berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Bale Mediasi. Forum ini berfungsi
untuk membina dan mengoordinasikan pelaksanaan mediasi di masyarakat
sesuai dengan kearifan lokal. Bale Mediasi dilaksanakan dengan asas mu-
syawarah mufakat, kekeluargaan, kesetaraan, keadilan, kemanfaatan, dan
kepastian hukum. Lembaga ini juga menjalin kerjasama dengan Bhabin-
kamtibmas untuk memaksimalkan fungsinya.

3. Nusa Tenggara Timur (NTT);

Di Lamaholot, Flores, masyarakat lokal memiliki cara penyelesaian
masalah melalui ritual adat yang disebut mela sareka (ritus perdamaian).
Ketika menghadapi permasalahan, masyarakat akan mengupayakan penye-
lesaian melalui tahapan perdamaian dalam mekanisme mela sareka. Proses
ini dimulai dengan pemisahan pihak-pihak yang berselisih, dilanjutkan
dengan ajakan berdamai, rekonstruksi kebenaran, simbol pengampunan,
dan akhirnya mencapai perdamaian yang utuh

4. Papua,;

Pengadilan adat di Papua diakui keberadaannya oleh negara
melalui Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pengadilan adat ini berwenang
untuk memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat serta perkara pidana
di kalangan masyarakat adat. Asas yang diutamakan dalam penyelenggara-
an peradilan adat di Papua adalah kekeluargaan serta musyawarah dan
mufakat. Karena banyaknya suku di Papua, setiap wilayah adat memiliki
istilah dan mekanisme tersendiri, seperti pada masyarakat hukum adat
Sough yang dikenal dengan istilah remde.
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5. Masyarakat Adat Banjar;

Masyarakat Adat Banjar mengenal adat badamai, yaitu penyelesai-
an sengketa baik yang bersifat keperdataan maupun pidana. Dalam
konteks pidana, adat badamai dikenal sebagai baparbaik dan bapatut,
yang biasanya diterapkan pada kasus penganiayaan, pelanggaran norma
adat, perkelahian, dan pelanggaran lalu lintas. Lembaga adat badamai ini
diakui dalam Undang-Undang Sultan Adam dan bertujuan untuk menye-
lesaikan masalah melalui musyawarah guna mencapai keputusan bersama
dan menghindari persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial.

6. Sulawesi Selatan;

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Ammatoa Kajang di Kabupaten
Bulukumba, Sulawesi Selatan, memiliki lembaga peradilan adat yang
diakui melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun
2015. Peraturan ini memberikan hak kepada masyarakat hukum adat
Ammatoa Kajang untuk menjalankan hukum adatnya dan menyelesaikan
pelanggaran hukum adat melalui sistem peradilan adat. Proses penyelesai-
an dimulai di lingkup kecil, antara keluarga korban dan pelaku, dan jika
tidak ada kesepakatan, laporan akan diajukan ke pemangku adat untuk di-
lanjutkan ke tahap sidang dipassala, di mana musyawarah menjadi metode
utama dalam mencari solusi. Semua proses dipimpin oleh ammatoa, pe-
mimpin tertinggi dalam kawasan adat Kajang.

Dalam penyelesaian perkara berdasarkan hukum adat, proses dilaku-
kan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama dan harmoni sosial. Ke-
luarga pelaku dan korban dilibatkan dalam proses penyelesaian untuk me-
mastikan bahwa semua pihak berkontribusi dalam pemulihan hubungan.
Mengingat keberagaman tradisi dan praktik hukum adat di Indonesia, keadilan
restoratif dapat diterapkan dengan cara yang bervariasi di setiap daerah, sesuai
dengan nilai-nilai dan norma-norma lokal yang berlaku.

Ukuran keadilan dalam pendekatan keadilan restoratif tidak didasarkan
pada keadilan retributif yang mengedepankan balas dendam (an eye for an

eye) atau hukuman penjara, melainkan pada keinsyafan dan pemaafan. Meski-

pun tindakan pidana yang ditangani oleh masyarakat sendiri bertentangan
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dengan hukum positif, mekanisme keadilan restoratif ini telah terbukti berhasil
menjaga harmoni di tengah masyarakat.

Keterlibatan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara
pidana justru dapat mempersulit dan memperburuk masalah. Dalam sistem
peradilan pidana konvensional atau berdasarkan hukum Barat, setiap tindak
pidana dianggap sebagai pelanggaran hukum terhadap negara, bukan terhadap
individu secara pribadi. Sebaliknya, dalam hukum adat, suatu tindak pidana
dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap individu. Pelanggaran yang ter-
jadi terhadap suatu keluarga atau komunitas memberikan hak kepada masing-
masing pihak yang terlibat untuk mengurus penyelesaiannya. Kesamaan antara
keadilan restoratif dan mekanisme lokal (adat) menjadi keuntungan, karena
pendekatan ini lebih mudah diterima dan diterapkan oleh masyarakat secara
luas.*?*

Melalui keadilan restoratif, tidak semua perkara pidana harus diselesai-
kan di pengadilan, melainkan dapat diakhiri antara pelaku dan korban. Metode
penyelesaian yang dilakukan melalui keadilan restoratif sejalan dengan
budaya dan ideologi bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam
Pancasila. Hasil dari penyelesaian ini dapat dipertanggungjawabkan kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Proses penyelesaian ini memperhatikan nilai-nilai ke-
manusiaan yang adil dan beradab bagi kedua belah pihak, serta berpotensi

untuk memulinkan kembali kondisi sosial seperti sebelum terjadinya tindak

pidana.

124 |bid., hal. 106-107.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana ringan
di Indonesia, antara lain adalah: (a) mengurangi beban sistem peradilan
pidana, (b) fokus pada pemulihan dan rehabilitasi, (c) meningkatkan keter-
libatan masyarakat, (d) membangun kepercayaan pada sistem hukum, (e)
sebagai upaya pencegahan kejahatan, (f) mengakomodasi kearifan lokal,
serta (g) memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana;

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak
pidana ringan dengan pendekatan keadilan restoratif di Indonesia, antara
lain: (a) faktor hukum, yakni ketidakjelasan regulasi dan banyak peraturan
yang belum mendukung penerapan keadilan restoratif, (b) faktor penegak
hukum, yakni Kurangnya pemahaman dan pelatihan mengenai prinsip-
prinsip keadilan restoratif, (c) faktor sarana dan prasarana, yakni keter-
batasan fasilitas dan sumber daya yang mendukung proses keadilan resto-
ratif, seperti tempat mediasi, (d) faktor sosial, yakni stigma atau pandang-
an negatif masyarakat terhadap pelaku tindak pidana, dan (e) faktor
budaya, yakni keberagaman budaya dan norma-norma lokal yang berbeda
diberbagai daerah. Solusinya adalah: (a) faktor hukum, yakni dengan
melakukan revisi terhadap peraturan untuk memberikan kejelasan dan

dukungan terhadap penerapan keadilan restoratif, serta mengembangkan
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panduan operasional yang jelas mengenai prosedur dan mekanisme
keadilan restoratif, (b) faktor penegak hukum, yakni dengan menye-
lenggarakan program pelatihan, juga mengadakan workshop dan seminar,
(c) faktor sarana dan prasarana, yakni dengan mengalokasikan anggaran
untuk membangun dan memperbaiki fasilitas yang diperlukan, juga
membangun jaringan mediator terlatih, (d) faktor sosial, yakni dengan me-
lakukan kampanye untuk mengedukasi masyarakat, dan mengembangkan
program yang memberdayakan korban, serta (e) faktor budaya, yakni
dengan mengadaptasi prinsip-prinsip  keadilan restoratif dari nilai-nilai

lokal, dan mengadakan dialog antar budaya.

B. Saran

1. Bagi lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), perlu dilakukan
penyusunan kebijakan yang jelas yakni berupa regulasi yang mendukung
penerapan keadilan restoratif di semua tingkatan, termasuk di tingkat
lokal, serta mengembangkan pedoman yang jelas tentang prosedur pe-
nerapan keadilan restoratif untuk memastikan konsistensi dan keadilan
dalam pelaksanaannya;

2. Bagi penegak hukum baik Polisi, Jjaksa dan Hakim, perlu menyediakan
program pelatihan mediasi untuk menerapkan tentang prinsip-prinsip ke-
adilan restoratif, teknik mediasi dan cara menangani konflik atau perkara
pidana, selain itu juga mendorong pendidikan berkelanjutan di kalangan
penegak hukum tentang perkembangan terbaru dalam keadilan restoratif

dan praktik terbaik dalam penegakan hukum pidana.
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